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PUTRI REZTU ANGRENI J. (B111 12 320). Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Pada PT. K-Link 
Indonesia Cabang Makassar, di bawah bimbingan Achmad sebagai 
Pembimbing I dan Fauziah P. Bakti sebagai Pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam 
terhadap bisnis Multi Level Marketing (MLM) dan untuk mengetahui 
implementasi Fatwa MUI No. 75/VII/2009 tentang Penjualan Langsung 
Berjenjang Syariah terhadap pelaksanaan bisnis Multi Level Marketing 
(MLM) pada PT. K-Link Indonesia cabang Makassar 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
melalui wawancara (interview), pengamatan (observation) dan studi 
dokumen. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara kualitatif  dan 
dipaparkan secara deskriptif. 
Hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis, antara lain: (1) 
Pandangan hukum Islam terhadap bisnis Multi Level Marketing adalah 
boleh dilakukan karena termasuk dalam kategori muamalah yang hukum 
asalnya mubah (boleh) sampai ada dalil yang melarangnya. Namun, 
apabila dalam sistem bisnis MLM tersebut ditemukan hal-hal yang 
mengandung unsur yang dilarang dalam Islam, maka bisnis MLM tersebut 
tidak boleh dilakukan. (2) Pelaksanaan bisnis Multi Level Marketing pada 
PT. K-Link Indonesia cabang Makassar telah memenuhi ketentuan Fatwa 
MUI No. 75/VII/2009 dan menerapkan akad-akad dalam penjualan 
langsung berjenjang syariah. 
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adhzim, segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta‟ala, Dzat yang 
Maha Agung yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini kegiatan ekonomi terus mengalami kemajuan dan 
perkembangan. Seperti dalam hal pemasaran perusahaan dalam menjual 
produk dan jasanya. Sistem yang dipergunakan perusahaan pun berbeda-
beda, ada sistem pemasaran dengan satu jenjang (single level marketing) 
dan ada pula sistem pemasaran dengan berjenjang (multi level 
marketing).  
Sistem pemasaran dengan Multi Level Marketing atau biasa 
disingkat MLM yang juga disebut dengan istilah network marketing 
merupakan salah satu bisnis jaringan yang cukup familiar di masyarakat 
Indonesia dan mulai marak sejak awal krisis moneter 1997/1998 hingga 
saat ini. Hadirnya era reformasi yang antara lain ditandai dengan 
kebebasan berekspresi dan liberalisasi perdagangan turut memberi andil 
maraknya bisnis MLM di tanah air. Menurut perkiraan Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), terdapat sekitar enam ratus 
perusahaan yang berkecimpung dalam industri MLM. Namun, menurut 
data APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) sampai pada tahun 
2016 di Indonesia telah terdaftar 97 perusahaan menjadi anggota APLI.1 
Bisnis MLM ini bermula ketika tahun 1930-an. Saat itu sebuah 
perusahaan makanan tambahan di California, Amerika Serikat yaitu 
                                                          
1
 http://www.apli.or.id/list_anggota.php? (Tgl 28 Maret 2016) 
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Nutrilite, menerapkan sistem bonus 2% pada setiap penjual yang telah 
merekrut distributor atau penjual baru. Bonus 2% ini dikalkulasikan 
berdasarkan nilai penjualan para penjual langsung yang direkrut oleh 
penjual sebelumnya (istilah sekarang sponsor atau upline). Pada tahun 
1950-an Nutrilite bangkrut. Kemudian dua orang distributornya, Richad 
Devos dan Jay Van Andel mendirikan Amway Corporation pada tahun 
1959 di Michigan, Amerika Serikat. Pembagian sistem Amway berasal dari 
sistem MLM yang telah dirintis oleh Nutrilite. 
Multi Level Marketing merupakan salah satu cabang dari direct 
selling (penjualan langsung). Direct selling berarti metode penjualan 
barang atau jasa tertentu kepada konsumen dengan cara tatap muka di 
luar lokasi eceran tetap oleh jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh 
mitra usaha. Arti dari Multi Level Marketing sendiri adalah sistem 
pemasaran melalui jaringan distribusi yang dibangun secara berjenjang 
dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga 
pemasaran. 
Pada zaman awal perkembangan Islam, bisnis MLM tentu belum 
ada. Karenanya, banyak orang berbeda pendapat mengenai hukum MLM. 
Ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan secara 
keseluruhan, ada pula pendapat ketiga yang tidak menggeneralisasi MLM 
yang ada. Pendapat ini mengatakan bahwa MLM ada yang halal dan ada 




Akhir-akhir ini, perkembangan bisnis MLM diramaikan pula oleh 
hadirnya MLM berlabel syariah. Keberadaan MLM Syariah di tanah air 
menjadi penting artinya, mengingat mayoritas jumlah penduduk negara 
kita adalah muslim. Bagi kalangan muslim, mereka akan lebih cenderung 
memilih untuk melakukan kegiatan bisnis yang sesuai dengan muamalah 
Islam. Ditambah lagi kesadaran kaum Muslimin untuk mengembangkan 
ekonomi syariah semakin meningkat. Apalagi merebaknya kontroversi 
tentang bisnis ini. 
Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
(DSN MUI) sebagai lembaga resmi yang sah, diakui pemerintah Republik 
Indonesia dan melibatkan ulama dari berbagai Organisasi Masyarakat 
(Ormas) Islam telah mengeluarkan fatwa tentang halal haramnya sebuah 
perusahaan yang bergerak dalam MLM. Fatwa tersebut ditandatangani 
oleh ketua DSN MUI K.H. M.A. Sahal Mahfudh dan Sekretaris H.M. 
Ichwan Sam pada tanggal 25 Juli 2009 di Jakarta.  
Dalam fatwa tersebut menyebutkan dua belas persyaratan yang 
harus terdapat dalam sebuah perusahaan MLM untuk bisa dikategorikan 
sesuai syariah. Semua persyaratan tersebut sangat sesuai dengan 
tuntunan Islam. Di antara persyaratan fatwa itu adalah adanya objek 
transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau jasa, lalu barang 
atau jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan, 
kemudian transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur 
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gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, maksiat serta tidak diperbolehkannya 
kegiatan money game.  
Dari seluruh MLM yang ada, sekitar 80 di antaranya sudah 
merupakan perusahaan MLM yang resmi terdaftar di APLI (Asosiasi 
Penjualan Langsung Indonesia)2, dimana APLI merupakan perwakilan dari 
wadah WDSA (World Direct Selling Association). Untuk dapat diterima 
sebagai anggota APLI, perusahaan yang bersangkutan harus 
mengadakan presentasi seluruh anggota dewan mengenai perencanaan 
bisnis yang dimiliki. Apabila kemudian ditemukan bahwa sistemnya tidak 
baik dan produknya pun tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka APLI 
berhak dan wajib menolak keanggotaan. Dari jumlah tersebut hanya enam 
saja yang sudah mendapatkan sertifikat syariah dari MUI, salah satu di 
antaranya adalah PT. K-Link Indonesia yang merupakan anak perusahaan 
dari K-Link Internasional. 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 
mengetahui dan membahas lebih lanjut tentang “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Pada PT. K-Link 
Indonesia Cabang Makassar”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian 
ini penulis merumuskan pokok permasalahannya, yaitu: 
                                                          
2
 Sofwan Jauhari, 2013, MLM Syariah: Buku Wajib Wirausahawan Muslim Praktisi MLM Syariah, 
Mujaddidi Press, Jakarta, hlm. 79. 
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1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bisnis Multi Level 
Marketing? 
2. Bagaimana implementasi Fatwa MUI No. 75/VII/2009 tentang 
Penjualan Langsung Berjenjang Syariah terhadap pelaksanaan bisnis 
Multi Level Marketing (MLM) pada PT. K-Link Indonesia cabang 
Makassar? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: 
1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap bisnis Multi 
Level Marketing (MLM) 
2. Untuk mengetahui implementasi Fatwa MUI No. 75/VII/2009 tentang 
Penjualan Langsung Berjenjang Syariah terhadap pelaksanaan bisnis 
Multi Level Marketing (MLM) pada PT. K-Link Indonesia cabang 
Makassar 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian yang dilakukan ini mempunyai manfaat bukan hanya bagi 
penulis saja, namun diharapkan juga berguna bagi pihak-pihak lain.  
1. Manfaat Teoritis  
a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu 
hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam mengenai 
Multi Level Marketing. 




2. Manfaat Praktis  
a. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan program studi S1 Ilmu 
Hukum  dan untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas 
Hasanuddin. 
b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan 
untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 
yang diperoleh. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
















A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli 
1. Pengertian Jual Beli 
Jual beli dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-bai', 
al-tijarah atau al-mubadalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu 
Wa Ta‟ala dalam QS. Fathir (35): 29, 
            
 “Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan 
merugi.”  
Jual beli (al-bai‟) secara bahasa berarti pertukaran (mubadalah), 
yakni memberikan sesuatu sebagai kompensasi atas sesuatu yang 
lain. Dinyatakan dalam Muchtar ash-Shihah, “Ba‟a asy-syay‟a bay‟[an] 
wa mabi‟an” artinya menjualnya dan “Ba‟ahu syay‟[an]” artinya 
membelinya.3 Di dalam hadis dinyatakan, 
“Janganlah seseorang meminang di atas pinangan saudaranya 
dan janganlah ia menjual di atas penjualan saudaranya.” (HR. 
Bukhari) 
Masing-masing dari kata bai‟ (jual) dan syira‟ (beli) digunakan 
untuk menunjuk apa yang ditunjuk orang lain dan keduanya adalah 
kata-kata musytarak (memiliki lebih dari satu makna) dengan makna-
makna yang saling bertentangan.4 Kata jual menunjukkan bahwa 
adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan 
                                                          
3
 Yusuf as-Sabatin, 2009, Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis, Al-Azhar Press, 
Bogor, hlm. 106. 
4
 Sayyid Sabiq, 2009, Fiqih Sunnah Jilid 5, Pena Pundi Aksara, Jakarta, hlm. 34. 
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membeli. Dengan demikian, jual beli menunjukkan adanya dua 
perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak 
lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.5 
Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(KUH Perdata), jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak 
yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan 
dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan dan 
menurut Pasal 20 Ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bai‟ 
adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara 
benda dengan uang. 
Secara istilah, terdapat beberapa definisi jual beli yang 
dikemukakan oleh para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan 
masing-masing definisi sama. Menurut Syekh Al-Qalyubi dalam 
Hasyiyah-nya, sebagaimana dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad 
Azzam, jual beli yaitu akad yang saling mengganti dengan harta yang 
berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat 
untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk taqarrub kepada 
Allah.6  
Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta 
dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik 
dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.7 Selain itu, menurut Syaikh 
                                                          
5
 Suhrawardi K. Lubis, 2000, Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 128. 
6
 Mardani, 2013, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 83. 
7
 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, 2010, Fiqh Muamalat, Kencana, 
Jakarta, hlm. 67. 
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Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, jual beli adalah tukar 
menukar suatu barang dengan barang lain dengan tujuan memiliki.8  
Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip 
oleh Wahbah Al-Zuhaili, jual beli adalah saling tukar harta dengan 
harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang 
diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang 
bermanfaat. Cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau 
ungkapan ijab dan kabul.9 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah 
suatu perjanjian dimana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan 
barang yang menjadi objek transaksi jual beli, sementara pihak yang 
lain berjanji akan membayar harga sesuai dengan kesepakatan yang 
dilakukan oleh kedua belah pihak. Jual beli  dikatakan sempurna 
ketika terjadi perpindahan kepemilikan atas barang yang dijual kepada 
pembeli dan kepemilikan harga (pembayaran)-nya kepada penjual. 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
Konsep jual beli diatur dalam Buku III tentang Perikatan Bab V 
(lima) dari Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata. Dalam hukum Islam sendiri, jual beli ini dapat 
disandarkan kepada ketentuan Al-Qur‟an, As-Sunnah dan ijma‟ umat. 
Dalam Al-Qur‟an, Allah Subhanahu Wa Ta‟ala berfirman dalam 
QS. Al-Baqarah (2): 275,  
                                                          
8
 Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, 2009, Ensiklopedi Islam Al-Kamil, Darus 
Sunnah, Jakarta, hlm. 887. 
9
 Dimyauddin Djuwaini, 2008, Pengantar Fiqh Muamalah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 69. 
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                   
 “... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” 
Pada QS. An-Nisa‟ (4): 29,  
                       
                    
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 
kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka 
sama suka di antara kamu...”  
Serta dalam QS. Al-Baqarah (2): 198,  
                   
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu...” 
Dalam As-Sunnah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa 
Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasallam bersabda,  
“Sebaik-baik usaha adalah pekerjaan seorang laki-laki dengan 
tangannya dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” 
Pada hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Su‟aib Ar 
Rumi bahwa Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasallam bersabda,  
“Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual 
beli secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudarabah) 
dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, 
bukan untuk jual beli.”10 
Dalam firman Allah dan hadis tersebut jelas bahwa jual beli itu 
dihalalkan dan seluruh umat juga telah menyepakati pembolehan jual 
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 Ismail, 2011, Perbankan Syariah, Kencana, Jakarta, hlm. 136. 
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beli dan transaksi dengannya sejak zaman Nabi Shallallahu „Alaihi 
Wasallam sampai zaman kita sekarang ini. 
3. Rukun dan Syarat Jual Beli    
Oleh karena jual beli merupakan perbuatan hukum yang 
mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang 
dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya 
dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat 
sahnya jual beli. 
a. Rukun Jual Beli 
Dalam melaksanakan suatu perjanjian jual beli, terdapat rukun 
dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah yang 
harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat 
adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus di-indahkan dan 
dilakukan. Dalam syariat, rukun dan syarat sama-sama menentukan 
sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara umum yang menjadi rukun 
dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:11 
1) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli; 
2) Adanya uang dan benda; dan 
3) Adanya lafal. 
Jumhur (mayoritas ulama) membagi rukun jual beli menjadi 
empat, yakni penjual dan pembeli, ijal kabul, barang yang dijual dan 
nilai tukar barang.12 Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga 
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 Suhrawardi K. Lubis, Op.cit., hlm. 130. 
12
 Mardani, 2011, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,  PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 174. 
12 
 
disebutkan rukun jual beli, yaitu pihak-pihak yang terdiri dari penjual, 
pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut, objek 
dan kesepakatan. 
Rukun-rukun tersebut hendaklah dipenuhi sebab apabila salah 
satu rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat 
dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. 
b. Syarat Sahnya Jual Beli 
Secara umum, syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 
KUH Perdata, meliputi: 
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (adanya kesepakatan); 
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (adanya kecakapan); 
3) Suatu hal tertentu (adanya objek perjanjian yang jelas); 
4) Suatu sebab yang halal (tidak boleh bertentangan dengan norma 
hukum). 
Syarat pertama dan kedua disebut syarat objektif karena 
menyangkut subjek perjanjian atau para pihak yang membuat 
perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat 
objektif karena menyangkut objek perjanjian. 
Secara khusus, syarat sahnya jual beli menyangkut tiga hal, 
yaitu tentang subjeknya, tentang objeknya dan tentang lafalnya yang 





1) Tentang Subjeknya (pihak penjual dan pihak pembeli) 
Orang yang melakukan akad harus berakal dan mumayyiz 
(dapat membedakan antara baik dan buruk). Akad orang gila, orang 
mabuk dan anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah. Apabila 
seseorang kadang sadar dan kadang gila, maka akadnya ketika sadar 
sah dan akadnya ketika gila tidak sah. 
Akad anak kecil yang mumayyiz sah, tetapi bergantung pada izin 
wali. Apabila wali mengizinkannya, maka akad tersebut diakui oleh 
syariat.13 
2) Tentang Objeknya (uang dan benda) 
Objek jual beli yang dimaksud adalah benda yang menjadi 
sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai 
objek jual beli disyaratkan enam hal, yaitu kesucian barang, 
kemanfaatan barang, kepemilikan orang yang berakad atas barang, 
kemampuan untuk menyerahkan barang, pengetahuan tentang 
barang dan telah diterimanya barang yang dijual. Syarat-syarat 
tersebut dijelaskan sebagai berikut:14 
a) Kesucian Barang 
Adapun yang dimaksudkan dengan kesucian barang ialah 
barang yang diperjualbelikan harus suci, bukanlah benda yang 
dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda 
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 Sayyid Sabiq, Op.cit., hlm. 37. 
14
 Ibid., hlm. 37-38. 
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yang diharamkan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta‟ala 
dalam QS. Al-Maidah (5): 90, 
                      
                 
 
“Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) 
berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan 
keji yang termasuk perbuatan setan. Karena itu, jauhilah 
perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.” 
Dari Jabir bin Abdullah, berkata Rasulullah Shallallahu „Alaihi 
Wasallam,  
“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli 
khamar, bangkai, babi dan berhala.” (HR. Bukhari & Muslim) 
Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa mazhab Hanafi dan 
Zahiriah mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara syar‟i 
dan membolehkan jual belinya. Menurut mereka, boleh 
menjualbelikan kotoran binatang yang najis untuk digunakan di kebun-
kebun dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk. Begitu pula 
boleh menjualbelikan segala sesuatu yang najis dan dapat 
dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum, seperti minyak yang 
najis untuk menyalakan lampu dan mengecat, pewarna yang najis 
untuk mewarnai dan sebagainya, selama pemanfaatannya bukan 
dengan cara dimakan. 
Namun demikian, perlu diingat bahwa barang itu (barang-barang 
yang mengandung najis, arak dan bangkai) boleh diperjualbelikan 
sebatas bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan 
15 
 
makanan. Hal ini berlandaskan pada hadis Nabi Shallallahu 'Alaihi 
Wasallam, pada suatu hari Nabi Muhammad lewat dan menemukan 
bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja 
kemudian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda,  
“Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian kalian 
samak dan ia dapat kalian manfaatkan?” Para sahabat berkata, 
“Wahai Rasulullah, kambing itu telah mati menjadi bangkai.” 
Rasulullah menjawab, “Sesungguhnya yang diharamkan adalah 
hanya memakannya.”15 
Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa atas barang-
barang yang merupakan najis, arak dan bangkai dapat dijadikan 
sebagai objek jual beli asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut 
bukanlah untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi. 
b) Kemanfaatan Barang 
Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat 
relatif sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai 
objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti 
untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-
lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bungaan dan lain-
lain), dinikmati suaranya (radio, televisi dan lain-lain) serta 
dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat, seperti membeli 
seekor anjing untuk berburu. 
Adapun yang dimaksud barang yang bermanfaat yakni barang 
tersebut sesuai dengan syariat Islam, misalnya kalau suatu barang 
dibeli yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan 
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 Suhrawardi K. Lubis, Op.cit., hlm. 133. 
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dengan syariat Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak 
bermanfaat.16 Allah Subhanahu Wa Ta‟ala berfirman dalam QS. Al-
Israa (17): 27, 
                            
“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan 
dan setan adalah sangat ingkar terhadap TuhanNya.”17 
c) Kepemilikan Orang yang Berakad Atas Barang 
Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli 
atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau 
telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan 
demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan 
pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik dipandang 
sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya, seorang suami 
menjual barang milik istrinya tanpa persetujuan dari istrinya, maka 
perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya jual beli sehingga 
perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik 
istrinya itu batal, kecuali apabila dikemudian hari istrinya sebagai 
pemilik sah barang tersebut memberikan persetujuan.18 
Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasallam bersabda, 
“Tidak ada hak talak (bagi seseorang) kecuali dalam apa yang 
dimiliki, tidak ada pembebasan, kecuali dalam apa yang dimiliki, 
tidak ada jual beli, kecuali dalam apa yang dimiliki dan tidak ada 
pemenuhan nazar, kecuali dalam apa yang dimiliki.” (HR. Abu 
Dawud) 
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 Ibid., hlm. 132-133. 
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 Lukman Hakim, 2012, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, Erlangga, Jakarta , hlm.  11. 
18
 Ibid., hlm. 134. 
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d) Kemampuan untuk Menyerahkan Barang 
Mampu menyerahkan artinya penjual (baik sebagai pemilik 
maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan 
sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang 
diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. 
Ibnu Mas‟ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu „Alaihi 
Wasallam bersabda,  
“Janganlah kamu membeli ikan yang berada di dalam air. 
Sesungguhnya yang demikian itu penipuan.” (HR. Ahmad) 
Dari ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa wujud barang 
harus nyata, dapat diketahui jumlahnya baik ukuran maupun 
besarnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa jual beli barang yang 
dalam keadaan dihipotekkan, digadaikan atau sudah diwakafkan tidak 
sah sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang 
kepada pembeli.19 
e) Pengetahuan tentang Barang 
Perjanjian jual beli dianggap tidak sah apabila keadaan barang 
dan jumlah harganya tidak diketahui karena bisa jadi perjanjian 
tersebut mengandung unsur penipuan. 
Untuk mengetahui barang yang dijual cukup dengan melihatnya, 
meskipun kuantitasnya tidak diketahui sebagaimana dalam jual beli 
barang tanpa ditimbang/ditakar. Adapun barang yang ada dalam 
tanggungan, kuantitas dan ciri-cirinya harus diketahui oleh kedua 
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 Ibid., hlm. 134. 
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orang yang berakad. Sementara penukar wajib diketahui ciri-ciri, 
kuantitas dan batas waktunya, sedangkan menyangkut pembayaran, 
kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran 
maupun jangka waktu pembayaran.20 
f) Telah Diterimanya Barang yang Dijual 
Menyangkut penjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum 
di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual), maka hal 
tersebut dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak 
dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan. 
Adapun dasar hukum tentang hal ini yaitu dalam hadis yang 
diriwayatkan oleh Ahmad, Baihaqi dan Ibnu Hibban dengan sanad 
yang hasan. Hakim bin Hizam berkata,  
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli jualan, apakah 
yang halal dan apa pula yang haram daripadanya untukku?” 
Rasulullah bersabda, “Jika kamu telah membeli sesuatu, maka 
janganlah kamu jual sebelum ada di tanganmu.”21 
3) Tentang Lafal 
Sahnya akad dapat dilakukan dengan perkataan yang terdiri dari 
ijab dan kabul dengan syarat berikut ini:22 
a) Masing-masing dari keduanya bersambung dengan yang lain 
dalam satu majelis tanpa ada pemisah yang merusak di antara 
keduanya. 
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 Ibid., hlm. 135. 
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 Ibid., hlm. 135. 
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 Sayyid Sabiq, Op.cit., hlm. 36. 
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b) Ijab sesuai dengan kabul dalam menunjuk apa yang yang wajib 
diridai oleh kedua belah pihak, yaitu barang yang dijual dan 
penukar. Apabila keduanya berbeda maka jual beli tidak sah. 
Apabila penjual berkata, “Aku telah menjual baju ini kepadamu 
dengan harga lima pound” lalu pembeli berkata, “Aku telah 
menerimanya dengan harga empat pound” maka jual beli di antara 
keduanya tidak sah karena ijab berbeda dengan kabul. 
Sebagaimana sah dilakukan dengan perkataan, jual beli  dapat 
dilakukan melalui tulisan, dengan syarat kedua orang yang berakad 
saling berjauhan atau orang yang berakad dengan tulisan adalah 
orang bisu yang tidak bisa bicara. Apabila kedua orang yang berakad 
berada dalam satu majelis dan tidak ada sesuatu yang menghalangi 
untuk berbicara, maka jual beli tidak sah dilakukan dengan tulisan.  
Selain daripada itu, akad juga sah dilakukan melalui perantaraan 
seorang utusan dari salah satu pihak yang berakad kepada orang lain 
dengan syarat orang yang menerima utusan harus mengucapkan 
kabul setelah pesan disampaikan kepadanya.23 
Syarat sah jual beli juga disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin 
Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri dalam bukunya Ensiklopedi Islam Al-
Kamil sebagai berikut:24 
a) Kerelaan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, kecuali 
orang yang dipaksa dengan alasan yang dibenarkan. 
                                                          
23
 Ibid., hlm. 36-37. 
24
 Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, Op.cit., hlm. 888-889. 
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b) Kedua belah pihak adalah orang yang dibolehkan melakukan 
transaksi, yakni keduanya orang yang merdeka, mukallaf dan 
dapat membelanjakan hartanya dengan baik (rasyid). 
c) Barang yang diperjualbelikan boleh dimanfaatkan secara mutlak 
maka tidak boleh menjual sesuatu yang tidak mempunyai nilai 
manfaat, seperti menjual nyamuk dan kecoa. Tidak pula barang 
yang manfaatnya diharamkan, seperti miras dan babi dan bukan 
sesuatu yang bermanfaat tapi tidak diperbolehkan, kecuali dalam 
kondisi tertentu dan darurat, seperti anjing dan bangkai selain 
bangkai ikan dan belalang. 
d) Barang yang diperjualbelikan milik pribadi penjual atau penjual 
mendapat izin untuk menjualnya saat akad transaksi. 
e) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kedua belah pihak 
dengan cara melihat atau mengetahui sifat dan cirinya. 
f) Harga diketahui dengan jelas. 
g) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan pada pembeli. 
Tidak sah menjual ikan dalam laut atau burung di udara dan 
sebagainya karena adanya unsur penipuan di dalamnya. Syarat-
syarat tersebut bertujuan mencegah timbulnya kezaliman, 
penipuan dan unsur riba dari kedua pihak. 
4. Bentuk-bentuk Jual Beli 
Dalam jual beli, dikenal penjualan langsung (direct selling) dan 


















Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-
DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha 
Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung, penjualan 
langsung (direct selling) diartikan secara luas sebagai metode 
penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran 
yang dikembangan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi 
dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar 
lokasi eceran tetap. 
Perbedaan perjualan langsung (direct selling) dan penjualan 
tidak langsung (indirect selling) terlihat dalam bagan berikut ini: 
Bagan 1 : Penjualan Langsung dan Penjualan Tidak Langsung 
 PENJUALAN LANGSUNG  PENJUALAN TIDAK LANGSUNG 
 
Berdasarkan bagan di atas, terdapat perbedaan antara 
penjualan langsung dan penjualan tidak langsung, yakni dalam 
penjualan langsung, distributor bertatap muka secara langsung 
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dengan calon pembeli atau konsumennya, sedangkan dalam 
penjualan tidak langsung, distributor tidak bertatap muka secara 
langsung dengan calon pembeli atau konsumennya karena produk 
dipasarkan melalui sub agen dan pengecer terlebih dahulu sebelum 
produk sampai ke tangan calon pembeli atau konsumen.  
Menurut Ahmad Sarwat dalam bukunya Seri Fiqih Kehidupan 
Jilid 7 Muamalat, jual beli dibagi menjadi empat, yakni berdasarkan 
berdasarkan alat tukar dan barang, berdasarkan penetapan harga, 
berdasarkan waktu serah terima dan berdasarkan hukum syariah yang 
dijabarkan sebagai berikut:25 
a. Berdasarkan alat tukar dan barang, antara lain: 
1) Jual beli mutlak (al-bai' al- muthlaq), yakni pertukaran uang 
(naqd) dgn barang ('ain). 
2) Jual beli salam (bai'us salam) atau disebut juga salaf adalah 
jual beli suatu barang yang diserahkan kemudian, dengan 
uang (tsaman) yang dibayarkan di depan. 
3) Jual beli sharaf (bai'ush shorof), yakni pertukaran uang (naqd) 
dengan uang (naqd) baik yang sejenis maupun yang beda 
jenis. Contoh paling akrab adalah tempat penukaran uang 
atau money charger antara beberapa mata uang yang 
berbeda. 
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4) Jual beli muqayadhah (bai'ul muqaayadhah), yakni pertukaran 
harta (mal) dengan harta (mal), yang bukan uang. Dalam 
bahasa populer jual beli ini disebut dengan barter. Pada 
hakikatnya yang dijadikan objek yang diperjualbelikan 
berbentuk barang dan alat tukar atau alat pembayarnya juga 
berbentuk barang sehingga jual-beli ini tidak melibatkan uang 
sebagai alat pembayar. 
b. Berdasarkan penetapan harga, antara lain: 
1) Jual beli musawamah (bai'ul musaawamah) adalah jual beli 
yang mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok 
(modal) barang tersebut. Jual beli seperti ini paling sering 
dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 
2) Jual beli amaanah (bai'ul amaanah), yakni jual beli yang mana 
pihak penjual membuka harga modalnya kepada pihak 
pembeli sehingga pembeli tahu berapa harga modal dan 
keuntungan pihak penjualnya. Dalam bentuk sehari-harinya, 
penetapan harga berdasarkan amaanah ini bisa berbentuk 
murabahah, tauliyah ataupun wadhi‟ah. 
3) Jual beli muzayadah (bai'ul muzaayadah), yakni jual beli yang 
mana penjual menawarkan suatu barang dengan harga awal 
tertentu, dimana para calon pembeli datang berkumpul untuk 
bersaing secara sehat dalam memperebutkan barang yang 
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dijual berdasarkan nilai harga tertinggi atau sering disebut 
dengan lelang. 
c. Berdasarkan waktu serah terima, antara lain: 
1) Jual beli dengan pembayaran dan penyerahan bersamaan 
(bai'u munjiz ats-tsaman), disebut juga bai'u an-naqd atau 
bai'u ats-tsaman al-haal, yakni jual beli yang mana seorang 
penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli 
menyerahkan uangnya kepada penjual, pada saat yang 
bersamaan dan ketika jual beli itu dilakukan. Orang 
mengistilahkan, “ada uang ada barang”. Sering juga disebut 
dengan istilah jual beli cash. Hampir semua jenis jual beli yang 
terkait dengan kebutuhan sehari-hari dan biasanya nilainya 
kecil menggunakan cara ini. 
2) Jual beli dengan pembayaran lebih dahulu dan penyerahan 
ditunda (bai'u mu`ajjal al- matsman), yakni jual beli yang mana 
pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu dan menerima 
barang atau jasa kemudian. Contohnya, pada jual beli yang 
bersifat inden, dimana barang belum tersedia, namun calon 
pembeli sudah antre ingin mendapatkannya, maka para calon 
pembeli menyerahkan uangnya dan menerima barang atau 
jasa di kemudian hari. Contoh paling sederhana adalah 
penggunaan pulsa pada telepon seluler, yang sering 
diistilahkan dengan prabayar. Seseorang membeli pulsa 
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sebesar Rp. 100.000,- dan memang ada tertulis di layar 
ponsel bahwa pulsa kita bertambah. Namun sesungguhnya 
kita belum menerima jasa pemakaian dari pihak operator. 
Setelah kita bertelepon, barulah kita menerima jasa secara 
sesungguhnya apa yang telah dibayar. 
3) Jual beli dengan pembayaran ditunda dan penyerahan lebih 
dahulu (bai'u mu`ajjal ats-tsaman), yakni jual beli yang mana 
penjual menyerahkan barang atau jasa terlebih dahulu dan 
pembeli menyerahkan uangnya di kemudian hari. Istilah jual 
beli ini disebut berutang. Contohnya, seorang mahasiswa 
makan di warung langganan tiap hari dan dicatat sebagai 
utang. Nanti setelah kiriman uang dari kampung telah sampai, 
utang-utang tersebut dibayarkan.  
4) Jual beli dengan pembayaran dan penyerahan sama-sama 
ditunda (bai'u mu`ajjal al-'iwadhoin), jual beli ini terjadi akad 
tetapi barang tidak diserahkan dan begitu juga pembayaran. 
Para ulama sering menyebutkan jual beli ini sebagai jual utang 
dengan utang yang umumnya diharamkan. 
d. Berdasarkan hukum syariah, antara lain: 
1) Jual beli mun'aqid dan batil 
a) Akad mun‟aqid adalah akad yang sejalan dengan syariah, 
baik pada hukum dasarnya maupun pada sifatnya.  
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b) Akad batil adalah akad yang tidak sejalan dengan syariah, 
baik pada hukum dasarnya dan tidak juga pada sifatnya. 
Dengan pengertian akad batil ini, akad itu bukan hanya 
sekadar haram, tetapi juga tidak sah sebagai jual beli. 
Contoh akad jual beli yang batil adalah jual-beli bangkai 
dan janin manusia.  
2) Jual beli shahih dan fasid 
a) Akad yang shahih menurut mazhab al-Hanafiyah adalah 
akad yang sejalan dengan syariat, baik pada asalnya 
maupun pada sifatnya, dimana akad itu berfaedah hukum 
atas dirinya, selama tidak ada pencegah. 
b) Akad yang fasid adalah akad yang sejalan dengan syariah 
hanya pada asalnya, namun tidak sejalan pada sifatnya. 
Dengan pengertian akad fasid ini, dalam pandangan 
mazhab al-Hanafiyah, akad itu hanya sampai hukum 
haram, namun secara hukum tetap sah sebagai transaksi, 
maka kalau ada dua pihak melakukan akad jual beli yang 
fasid, keduanya berdosa karena melanggar syariah, 
namun hukum jual belinya tetap sah. Konsekuensinya si 
penjual berhak memiliki uang pembayaran dan si pembeli 
berhak memiliki barang yang telah dibelinya. Contoh akad 
yang fasid adalah jual-beli yang sah, tetapi dilakukan pada 
saat imam berkhutbah Jumat. 
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3) Jual beli nafidz dan mauquf 
a) Akad nafidz adalah akad yang sepenuhnya sudah 
diputuskan, sehingga tidak perlu ada lagi pertimbangan 
lainnya. 
b) Akad mauquf adalah akad yang sejalan dengan syariah, 
baik dari sisi dasarnya ataupun sifatnya dan sudah 
berfaidah hukum, namun sifatnya hanya secara 
menggantung (mauquf) atau belum sempurna 
kepemilikan. Contoh akad mauquf adalah akad yang 
dilakukan oleh seseorang yang tidak sempurna akalnya. 
5. Prinsip-prinsip Jual Beli 
Dalam jual beli terdapat beberapa prinsip, yakni prinsip halal, 
prinsip maslahah, prinsip ibahah (boleh) dan prinsip terhindar dari jual 
beli terlarang yang dijabarkan sebagai berikut: 
a. Prinsip Halal 
M. Nadratuzzaman Husen mengemukakan bahwa alasan 
mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara yang halal yaitu:26 
1) Karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan 
halal; 
2) Pada harta halal mengandung keberkahan; 
3) Pada harta halal mengandung manfaat dan maslahah yang agung 
bagi manusia; 
                                                          
26
 Mardani, Op.cit., hlm. 178. 
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4) Pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku 
manusia; 
5) Pada harta halal melahirkan pribadi yang istiqamah, yakni yang 
selalu berada dalam kebaikan, kesalihan, ketakwaan, keikhlasan 
dan keadilan; 
6) Pada harta halal akan membentuk pribadi yang zahid, wira‟i, 
qana‟ah, santun dan suci dalam segala tindakan; 
7) Pada harta halal melahirkan pribadi yang tasamuh, berani 
menegakkan keadilan dan membela yang benar. 
Lebih lanjut, M. Nadratuzzaman Husen mengemukakan bahwa 
investasi yang dilakukan secara haram (nonhalal) hasilnya akan: 
1) Memunculkan sosok pendusta, penakut, pemarah dan penyebar 
kejahatan dalam kehidupan masyarakat; 
2) Akan melahirkan manusia yang tidak bertanggung jawab, 
pengkhianat, penjudi, koruptor dan pemabuk; 
3) Menghilangnya keberkahan, ketenangan dan kebahagiaan bagi 
manusia.  
Oleh karena itu, kepada umat Islam diharapkan agar dalam 
mencari rezeki (berinvestasi) menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. 
Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, dalam 





b. Prinsip Maslahah 
Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum 
tertentu yang membenarkan atau membatalkan atas segala tindakan 
manusia dalam rangka mencapai tujuan syara‟, yaitu memelihara 
agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan.  
Prinsip maslahah merupakan hal yang paling esensial dalam 
bermuamalah agar dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan 
yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi sekarang 
maupun yang akan datang. Seluruh investasi yang memungkinkan 
mendatangkan kerugian bagi semua pihak hendaklah ditinggalkan 
karena dapat merusak dan tidak membawa maslahah kepada umat 
Islam pada umumnya. 
Menginvenstasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan 
maslahah kepada masyarakat harus ditinggalkan karena tidak sesuai 
dengan syariat Islam. Selain itu, dapat menahan harta hasil investasi, 
seperti menimbun atau menyimpannya sehingga harta itu tidak 
produktif merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh syariat 
Islam dan harus ditinggalkan. Dengan kata lain syariat Islam sangat 
mendorong sektor riil untuk kemaslahatan umat.27 
c. Prinsip Ibahah (Boleh) 
Bahwa berbagai jenis muamalah pada dasarnya adalah boleh 
sampai ada dalil yang melarangnya. Berikut ini kaidah-kaidah umum  
                                                          
27
 Ibid., hlm. 178-179. 
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yang ditetapkan syara‟ berkaitan dengan muamalah yang harus 
diperhatikan dan dilaksanakan di antaranya: 
1) Muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus dalam 
rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Ta‟ala dan 
senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan 
mengawasi tindakannya. 
2) Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai 
kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak 
terpuji sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah di 
muka bumi. 
3) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan 
kemaslahatan masyarakat.28 
d. Prinsip Terhindar dari Jual Beli Terlarang 
Setiap transaksi jual beli harus mendatangkan kebaikan, 
keberkahan dan manfaat serta terhindar dari bentuk-bentuk jual beli 
yang terlarang. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut: 
1) Terhindar dari ihtikaar 
Ihtikaar adalah upaya dari seseorang untuk menimbun barang 
pada saat barang itu langka atau diperkirakan harga akan naik, seperti 
menimbun bahan bakar minyak, jika harga sudah melonjak tinggi baru 
minyak yang ditimbun itu dijual ke pasar, dengan demikian ia akan 
mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. 
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 Ibid., hlm. 179. 
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Banyak fuqaha berpendapat bahwa penimbunan yang dilarang 
adalah penimbunan yang memenuhi tiga syarat:29 
a) Barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhan penimbun 
dan kebutuhan keluarga yang dinafkahinya untuk satu tahun 
penuh. 
b) Penimbun telah menunggu waktu yang di dalamnya harga barang-
barang menjadi mahal agar dia dapat menjualnya dengan harga 
yang melampaui batas karena kebutuhan masyarakat kepadanya. 
c) Penimbunan dilakukan pada waktu yang di dalamnya masyarakat 
membutuhkan barang-barang yang ditimbun seperti makanan, 
pakaian dan sejenisnya. 
2) Terhindar dari iktinaz 
Dalam Islam, iktinaz berarti menimbun harta, seperti uang, emas, 
perak dan lain sebagainya. Hal tersebut diharamkan dan diancam 
dengan siksaan yang sangat pedih kelak di akhirat sebagaimana 
dijelaskan dalam QS. At-Taubah (9):34-35,  
                       
                    
                    
                     
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 Sayyid Sabiq, Opt.cit., hlm. 84-85. 
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                 
     
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar 
dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-
benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka 
menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan orang-orang 
yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya 
pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa 
mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan 
emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya 
dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) 
kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk 
dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang 
kamu simpan itu." 
Penimbunan harta dapat mempengaruhi perekonomian, sebab 
apabila harta itu tidak disimpan dan tidak ditahan tentu ia akan ikut 
andil dalam usaha-usaha produktif, misalnya merancang rencana-
rencana produksi sehingga tercipta banyak kesempatan kerja yang 
baru dan dapat menyelesaikan masalah pengangguran atau 
sekurang-kurangnya mengurangi pengangguran. 
3) Terhindar dari tas‟ir 
Tas‟ir adalah penetapan harga standar pasar yang ditetapkan 
oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara 
paksa kepada masyarakat dalam jual beli. Praktik ini tidak dibolehkan 
oleh syariat Islam karena pemerintah atau yang memiliki otoritas 
ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga 
tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan pada 
para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan 
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harga yang ditentukan atau melihat dan mendapatkan kezaliman di 
dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar 
yang sehat. 30 
Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh 
seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap, 
lantas beliau menolak dan bersabda,  
“Flukturasi harga itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya 
ingin berjumpa dengan-Nya dan saya tidak akan melakukan 
kezaliman pada seseorang karena Ia akan menuntut saya (di 
akhirat).” (HR. Abu Dawud)  
 
4) Terhindar dari upaya melambungkan harga 
Islam sangat tidak menolerir semua tindakan yang menyebabkan 
melambungnya harga-harga secara zalim. Beberapa praktik bisnis di 
bawah ini yang menyebabkan melambungnya harga-harga antara 
lain: 
a) An-Najasy 
An-Najasy adalah mempermainkan harga yaitu pihak pembeli 
menawar dalam suatu pembelian dengan maksud agar orang lain 
menawar lebih tinggi. Menurut Iman Malik Bin Anas, an-najasy adalah 
jual beli yang dilakukan oleh seseorang untuk menawar suatu barang 
dagangan dengan harga yang tinggi dari harga jual, tetapi orang 
tersebut tidak ingin membeli barang tersebut. Orang yang menawar 
barang dagangan itu hanya ingin memengaruhi masyarakat untuk 
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membeli dengan harga yang lebih tinggi. Perbuatan seperti ini sangat 
merugikan pihak pembeli dan menguntungkan pihak penjual.31 
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Beliau bersabda,  
“Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa 
maksud untuk membeli.” 
Sahabat Nabi Shallallahu „Alaihi Wassalam, Ibnu Umar berkata,  
“Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasallam melarang keras praktik 
jual beli najasy.”  
b) Ba‟i ba‟adh „ala ba‟adh 
Praktik bisnis ini adalah dengan melakukan lonjakan atau 
penurunan harga dimana kedua belah pihak yang terlibat tawar 
menawar masih melakukan dealing atau baru akan menyelesaikan 
penetapan harga. Praktik secara konkret adalah jika ada seorang 
penjual yang telah melakukan transaksi kepada seorang pembeli 
tentang suatu barang, kemudian ada penjual lain mendatangi pembeli 
tersebut dengan menawarkan barang sejenis dengan harga yang 
lebih murah atau dengan harga yang sama dengan kualitas yang lebih 
baik atau dengan cara lain yang menarik minat pembeli. Kemudian 
pembeli tersebut membatalkan transaksinya dengan penjual pertama 
dan membeli barang dagangan dari penjual kedua. Rasulullah 
Shallallahu „Alaihi Wasallam melarang perbuatan tersebut karena 
dapat merugikan masyarakat dan memicu kenaikan harga. Beliau 
bersabda,  
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“Janganlah seorang muslim menawar barang yang ditawar 
saudaranya.” (HR. Bukhari & Muslim)32 
c) Talaqqi al-rukban 
Praktik ini ketika seseorang mencegat orang-orang yang 
membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di 
pasar. Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasallam melarang praktik ini 
karena dapat menimbulkan terjadinya kenaikan harga. Beliau 
memerintahkan suplai barang hendaknya dibawa ke pasar hingga 
para penyuplai barang dan para konsumen bisa mengambil manfaat 
dari adanya harga yang sesuai dan alami. Rasulullah Shallallahu 
„Alaihi Wasallam bersabda,  
“Biarkanlah orang-orang itu. Allah akan memberi rezeki sebagian 
mereka kepada sebagian.” (HR. Muslim)33 
d) Jual beli ahlul hadhar 
Praktik ini mirip dengan talaqqi al-rukban yaitu apabila seseorang 
yang menjadi perantara atau makelar dari orang-orang desa atau 
perkampungan dengan konsumen yang hidup di kota. Makelar itu 
kemudian menjual barang-barang yang dibawa oleh orang-orang desa 
itu pada orang kota dimana ia tinggal untuk mengambil keuntungan 
yang besar dan keuntungan yang diperoleh dari harga yang naik itu ia 
ambil untuk diri sendiri. 
Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasallam 
bersabda,  
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 Ibid., hlm. 184. 
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“Janganlah kalian memenuhi para khalifah di jalan (untuk 
membeli barang-barang mereka dengan niat membiarkan 
mereka tidak tahu harga yang berlaku di pasar), seorang 
penduduk kota tidak diperbolehkan menjual barang-barang milik 
penghuni padang pasir. Dikatakan kepada Ibnu Abbas, “Apa 
yang dimaksud menjual barang-barang seorang penghuni 
padang pasir oleh seorang penduduk kota?” Ia menjawab, “Tidak 
menjadi makelar mereka.” (HR. Muslim) 
5) Terhindar dari riba 
Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu 
utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan 
pada saat awal dimulainya perjanjian. Menurut bahasa, riba berarti 
ziyadah yaitu tambahan yang diminta atau utang pokok. Setiap 
tambahan yang diambil dari transaksi utang piutang bertentangan 
dengan prinsip Islam. Mengenai hal ini Allah berfirman dalam surah 
An-Nisa‟: (4): 29,  
                        
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu secara batil.”  
Pengertian riba di atas berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa 
Ta‟ala dalam QS. Al-Baqarah (2): 278-279,  
                            
                          
                 
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-
orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan 
(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan 
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Rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari 
pengambilan riba), maka bagimu modalmu. Kamu tidak 
menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” 
Dilihat dari asal transaksinya dapat dikelompokkan menjadi dua 
jenis, yaitu:34 
a) Riba dari transaksi utang piutang 
(1) Riba Qardh 
Suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan 
dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. 
Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman 
meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak 
peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya. 
Misalnya, Annisa meminjam uang kepada Antony sebesar 
Rp. 10.000.000,- dalam waktu satu tahun. Dalam perjanjian, 
Annisa harus mengembalikan sebesar Rp. 11.000.000,- kepada 
Antony. Uang sebesar Rp. 1.000.000,- yaitu selisih antara Rp. 
11.000.000,- dan Rp. 10.000.000,- adalah riba. 
Ketentuan ini mengacu pada hadis Nabi Muhammad 
Shallallahu „Alaihi Wasallam, 
“Apabila salah seorang di antara kamu meminjamkan 
sesuatu kemudian yang diberi pinjaman itu memberi hadiah 
kepadanya atau dia dipersilahkan naik kendaraannya, maka 
hendaklah dia tidak menaikinya dan tidak menerima hadiah 
itu, kecuali kalau hal itu menjadi kebiasaan antara dia 
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 Ismail, Op.cit., hlm. 12-15. 
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(2) Riba Jahiliyah 
Riba jahiliyah merupakan riba yang timbul karena adanya 
keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu 
pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar 
dengan sejumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang 
yang telah dipinjamnya apabila peminjam tidak mampu membayar 
pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah 
diperjanjikan. Kelebihan atas pokok pinjaman ini ditulis dalam 
perjanjian sehingga mengikat pihak peminjam. Misalnya, Annisa 
meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Antony dengan 
jangka waktu pengembalian satu bulan. Dalam perjanjian 
disebutkan bahwa Annisa tidak dapat mengembalikan 
pinjamannya dalam satu bulan, maka setiap bulan keterlambatan 
pembayarannya akan dikenakan tambahan 2% dari pokok 
pinjamannya. Misalnya, Annisa melunasi pinjamannya pada bulan 
kedua, maka Annisa akan membayar sebesar Rp. 10.200.000,- 
(102% x Rp. 10.000.000,-). Kelebihan pembayaran dari pokok 
pinjaman sebesar Rp. 200.000,- adalah riba. 
Ketentuan ini mengacu pada hadis Nabi yang berbunyi, 
“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia 









b) Riba dari transaksi jual beli 
(1) Riba Fadhl 
Adalah tambahan yang diberikan atas pertukaran barang 
yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Barang 
yang menjadi objek pertukaran ialah termasuk dalam jenis barang 
riba. Dua pihak melakukan transaksi pertukaran barang yang 
sejenis, namun satu pihak akan memberikan barang ini dengan 
jumlah, kadar atau takaran yang lebih tinggi. Maka, kelebihan atas 
kadar atau takaran barang riba yang pertukarkan merupakan riba. 
Misalnya, Annisa membutuhkan uang receh ribuan sebanyak 
100 lembar atau sejumlah Rp. 100.000,-. Annisa tidak memiliki 
uang receh, maka dia menukarkan uang satu lembar pecahan Rp. 
100.000,- dan Antony memberikannya 98 lembar uang pecahan 
Rp. 1.000 sehingga Annisa hanya menerima uang sebesar Rp. 
98.000,-. Antony mendapat keuntungan atas pertukaran uang 
dengan mata uang yang sama sebesar Rp. 2.000,-. Keuntungan 
atas pertukaran uang dengan uang pada mata uang yang sama 
dengan jumlah uang yang berbeda merupakan transaksi riba. 
Contoh lain, pertukaran antara gandum 100 kg ditukar dengan 
gandum 105 kg merupakan transaksi riba. 
Hadis yang diriwayatkan Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad 
Shallallahu „Alaihi Wasallam bersabda,  
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“Jangan menukarkan emas dengan emas dan perak dengan 
perak melainkan dengan kuantitas yang sama, tetapi 
tukarkanlah emas dengan perak menurut yang kamu suka.” 
Pada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa 
Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasallam bersabda, 
“Janganlah kalian menjual satu dirham dengan dua dirham. 
Sungguh aku mengkhawatirkan riba pada kalian.” 
Islam melarang pertukaran barang yang sejenis dengan 
takaran yang berbeda, namun diperbolehkan melakukan 
pertukaran antarbarang ribawi yang berbeda jenis dengan takaran 
yang berbeda, asal kedua pihak yang melakukan pertukaran 
ikhlas, tanpa adanya paksaan. 
(2) Riba Nasiah 
Merupakan pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu 
dan yang lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang 
jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu 
dalam penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan 
mengembalikan dengan kuantitas yang lebih tinggi karena 
penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam 
waktu yang akan datang. 
Misalnya, pada 1 Agustus 2009, Annisa meminjam beras 
kepada Antony 100 kg. Pada 1 Agustus 2010, Annisa akan 
mengembalikan beras ini sebanyak 110 kg. Perbedaan waktu ini 
yang membuat pihak penerima barang harus mengembalikan 
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dengan jumlah yang lebih tinggi. Hal ini tergolong transaksi riba 
yang dilarang. 
6) Terhindar dari maysir 
Maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang 
menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain 
akibat permainan tersebut. Suatu kegiatan atau perbuatan dianggap 
sebagai maysir ketika terjadinya zero same game yaitu keadaan yang 
menempatkan salah satu pihak atau beberapa pihak harus 
menanggung beban pihak lainnya dari kegiatan atau permainan yang 
dilakukannya.35 Larangan maysir ditegaskan dalam QS. Al-Maidah (5): 
90, 
                      
                 
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 
dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka 
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan.”  
 
7) Terhindar dari gharar 
Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian/ketidakjelasan 
(uncertainty). Gharar atau disebut juga taghriir adalah suatu dimana 
terjadi incomplete information karena adanya uncertainty to both 
parties (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). 
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 Mardani, Op.cit., hlm.  103. 
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Gharar ini terjadi apabila kita mengubah sesuatu yang seharusnya 
bersifat pasti (certain) menjadi tidak pasti (uncertain), misalnya: 
a) Jual beli dengan cara melempar; 
b) Jual beli binatang yang masih dalam kandungan; 
c) Jual beli buah yang belum nampak di pohon; 
d) Jual beli barang yang hilang; 
e) Jual beli barang yang tidak diketahui ukurannya (timbangannya). 
8) Terhindar dari syubhat 
Syubhat dalam terminologi syariah berarti sesuatu perkara yang 
tercampur (antara halal dan haram), akan tetapi tidak diketahui secara 
pasti apakah ia sesuatu halal atau haram dan apakah ia hak atau 
batil.36 Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan 
Muslim, Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasallam bersabda,  
“Yang halal itu telah jelas dan yang haram itu telah jelas, di 
antara keduanya ada hal-hal yang syubhat (tidak jelas) dan tidak 
diketahui kebanyakan manusia. Barangsiapa yang menjaga atau 
menghindari dari perbuatan yang syubhat, maka ia benar-benar 
selamat dalam agama dan kehormatannya.” 
 
9) Terhindar dari tadlis 
Tadlis adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Tadlis 
(penipuan) dalam bermuamalah dan berinvestasi adalah 
menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang 
diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut, 
yang termasuk tadlis antara lain adalah tahfif (curang dalam 
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timbangan) dan jual beli fiktif sebagaimana hadis Rasulullah 
Shallallahu „Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah dari 
'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya,  
“Tidaklah halal penjualan ijon, tidak pula dua syarat (yang 
bertentangan) dalam (suatu transaksi) penjualan dan tidak ada 
penjualan atas suatu barang yang tidak ada padamu.”  
 
10) Terhindar dari riswah 
Riswah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang di dalamnya 
terdapat unsur suap menyuap. Riswah adalah memberi sesuatu 
kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. 
Dikatakan riswah (suap menyuap) apabila dilakukan kedua belah 
pihak secara suka rela. Jika hanya satu pihak yang meminta suap dan 
pihak yang lainnya tidak rela atau dalam keadaan terpaksa atau 
hanya untuk memperoleh haknya bukan termasuk tindakan riswah, 
melainkan pemerasan. Riswah diharamkan dalam Islam karena akan 
menimbulkan kerugian bagi para pihak.  
Allah Subhanahu Wa Ta‟ala telah menyinggung praktik suap 
menyuap pada sejumlah ayat dalam Al-Qur‟an. Di antaranya firman-
Nya dalam QS. Al-Baqarah (2): 188, 
                         
                     
“Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan 
(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” 
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Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasallam memberi peringatan 
secara tegas untuk menjauhi praktik riswah (suap menyuap). Beliau 
bersabda,  
“Allah melaknat orang yang memberi suap, penerima suap, 
sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara 
keduanya.”  (HR. Ahmad) 
 
11) Terhindar dari batil 
Batil artinya tidak bermanfaat atau bisa dikatakan segala sesuatu 
yang menimbulkan kemudaratan. Pada praktik lembaga keuangan, 
unsur batil ini biasanya terlihat pada pembiayaan usaha yang 
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, misalnya pemberian 
pembiayaan pada peternak babi, pengusaha minuman beralkohol dan 
sebagainya. Lembaga keuangan syariah tentu saja harus benar-benar 
teliti menangani pemberian pembiayaan suatu kegiatan usaha karena 
meskipun pengelolaan berdasarkan akad bagi hasil, namun tetap 
haram mengingat yang dibiayai adalah hal-hal yang haram. 
Dikutip dalam Ensiklopedi Islam Al-Kamil Karya Syaikh 
Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, bentuk-bentuk jual 
beli yang diharamkan dan dianggap tidak sah di antaranya:37 
a) Jual beli mulamasah, seperti ucapan penjual kepada pembeli, 
“Pakaian manapun yang kamu pegang, maka kamu boleh beli 
dengan harga Rp. 10.000,-“ Jenis transaksi seperti ini tidak sah 
karena terdapat unsur ketidaktahuan dan penipuan. 
                                                          
37
 Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, Op.cit., hlm. 897-899. 
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b) Jual beli munabadzah, seperti ucapan pembeli kepada penjual, 
“Pakaian manapun yang kamu lempar kepada saya, maka saya 
harus beli dengan harga sekian rupiah.” Jenis transaksi jual beli 
seperti ini tidak sah karena terdapat unsur ketidaktahuan dan 
penipuan. 
c) Jual beli hashaah, seperti ucapan penjual, “Lemparkanlah batu ini, 
maka pakaian manapun yang terkena batu ini maka kamu boleh 
membelinya dengan harga sekian.” Jenis transaksi seperti ini tidak 
sah karena terdapat unsur ketidaktahuan dan penipuan. 
d) Jual beli najasy yaitu memberi tambahan barang bagi orang yang 
tidak mau membelinya. Jual beli seperti ini hukumnya haram 
karena dapat menipu dan mengecoh para pembeli lainnya. 
e) Jual beli orang kota kepada orang desa yaitu makelar yang 
menjual barang dengan harga lebih tinggi dari harga yang berlaku 
di hari itu. Jual beli seperti ini tidak sah karena dapat 
membahayakan dan menyusahkan orang lain. Akan tetapi, jika 
orang desa datang kepadanya memintanya untuk menjual atau 
membeli sesuatu kepadanya, maka hal ini diperbolehkan. 
f) Menjual barang sebelum diterima tidak diperbolehkan, hal ini 
dapat menimbulkan permusuhan dan kerusakan. Terutama bila 




g) Jual beli sistem inah yaitu menjual barang kepada seseorang 
dengan menunda pembayaran, kemudian membelinya kembali 
dengan harga yang lebih murah secara tunai sehingga terjadi dua 
transaksi sekaligus dengan satu kali transaksi jual beli. Jual beli 
semacam ini hukumnya haram dan batil karena mengandung 
unsur riba. Namun, jika membeli barang tersebut setelah lunas 
atau setelah sifatnya berubah atau dari pembeli lain, maka 
hukumnya boleh. 
h) Jual beli barang yang sudah dijual kepada orang lain, seperti 
orang yang membeli barang dengan harga Rp. 10.000,- dan 
sebelum transaksi selesai datanglah penjual yang lain dan 
berkata, “Aku jual untukmu barang yang sama dengan harga Rp. 
9.000,- atau lebih murah dari barang yang kamu beli itu.” Atau 
contoh lain dinyatakan kepada orang yang menjual barang 
dengan Rp. 10.000,- “Aku beli darimu dengan harga Rp. 15.000,- 
agar pembeli pertama ditinggalkan dan menyerahkan barang 
tersebut kepadanya. Jenis jual beli seperti ini hukumnya haram, 
hal ini karena transaksi seperti ini dapat membahayakan umat 
Islam dan menyakitkan hati dan perasaan orang lain. 
i) Jual beli setelah azan jum‟at yang kedua bagi orang yang wajib 
melaksanakan shalat jum‟at. Hukum jual belinya haram dan 
dianggap tidak sah, begitu juga halnya dengan semua jenis 
transaksi yang lain. 
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j) Jual beli barang yang haram, seperti minuman keras, babi, patung 
dan sarana-sarana yang membawa kepada hal-hal yang 
diharamkan. Maka transaksi jual belinya hukumnya haram. 
Bentuk-bentuk jual beli lainnya yang diharamkan, antara lain: 
a) Jual beli hewan ternak yang masih dalam kandungan; 
b) Jual beli janin yang berada di perut induknya; 
c) Jual beli air mani pejantan; 
d) Penyewaan hewan pejantan; 
e) Diharamkan uang hasil menjual anjing, kucing dan uang hasil 
melacur serta berdukun. 
f) Jual beli sesuatu yang tidak diketahui; 
g) Jual beli dengan menipu; 
h) Jual beli yang tidak bisa diserahkan, seperti burung di udara; 
i) Jual beli buah sebelum masak. 
B. Tinjauan Umum Tentang Multi Level Marketing 
1. Pengertian Multi Level Marketing 
Multi Level Marketing (MLM) berasal dari bahasa inggris, multi 
berarti banyak, level berarti jenjang atau tingkat, sedangkan marketing 
artinya pemasaran. Jadi, Multi Level Marketing adalah pemasaran 
yang berjenjang banyak.38 Disebut multi level, karena merupakan 
suatu organisasi distributor yang melaksanakan penjualan yang 
berjenjang banyak atau bertingkat-tingkat. 
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MLM adalah sistem penjualan yang dilakukan oleh perusahaan 
dengan cara perusahaan yang bergerak dalam industri MLM hanya 
menjual produk-produknya secara langsung kepada konsumen yang 
sudah terdaftar (member), tidak melalui agen/penyalur, selain itu 
perusahaan juga memberikan kesempatan kepada setiap konsumen 
yang sudah terdaftar (member) untuk menjadi tenaga pemasar atau 
penyalur. Dengan cara ini, maka konsumen akan berfungsi ganda di 
mata perusahaan, pertama ia menjadi konsumen dan kedua ia juga 
sebagai mitra perusahaan dalam memasarkan produknya.39 
Asosiasi Penjualan Langsung Indoneisa sebagai wadah 
persatuan MLM menjelaskan pemasaran berjenjang (MLM) adalah 
sistem penjualan yang memanfaatkan konsumen sebaga tenaga 
penyalur secara langsung. Dalam fatwanya, Dewan Syariah Nasional 
(DSN) MUI menyebutkan bahwa penjualan langsung berjenjang 
adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran 
yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah 
perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut.40 
MLM ini disebut juga sebagai network marketing. Disebut 
demikian karena anggota kelompok tersebut semakin banyak 
sehingga membentuk jaringan kerja (network) yang merupakan suatu 
sistem pemasaran dengan menggunakan jaringan kerja berupa 
sekumpulan banyak orang yang kerjanya melakukan pemasaran. 
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 Sofwan Jauhari, Op.cit., hlm. 143. 
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 Ibid., hlm. 143-144. 
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Kadang-kadang ada juga yang menyebut MLM sebagai bisnis 
penjualan langsung atau direct selling. Pendapat ini didasari oleh 
pelaksanaan penjualan MLM yang memang dilakukan secara 
langsung oleh wiraniaga kepada konsumen, tidak melalui perantara 
lagi, tidak melalui toko swalayan, kedai atau warung, tetapi langsung 
kepada pembeli. Di Indonesia, saat ini penjualan langsung atau direct 
selling, baik yang single level maupun multi level bergabung dalam 
suatu asosiasi yaitu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI). 
Organisasi ini merupakan anggota KADIN, bagian dari World 
Federation Direct Selling Association (WFDSA).41 
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa MLM 
adalah sistem pemasaran (marketing) atau penjualan yang setiap 
konsumennya berperan sebagai marketer, orang yang merekrut 
disebut dengan upline dan orang yang direkrut disebut sebagai 
downline. Orang yang kedua yang disebut dengan downline ini juga 
kemudian dapat menjadi upline ketika ia berhasil merekrut orang lain 
menjadi downline-nya, begitu seterusnya. 
2. Konsep Dasar Multi Level Marketing 
Multi Level Marketing adalah menjual atau memasarkan 
langsung suatu produk, baik berupa barang atau jasa konsumen 
sehingga biaya distribusi dari barang yang dijual atau dipasarkan 
tersebut sangat minim atau bahkan sampai ke titik nol yang artinya 
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 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, 2006, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, 
Kencana, Jakarta, hlm. 182. 
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bahwa dalam bisnis MLM ini tidak diperlukan biaya distribusi.42 MLM 
juga menghilangkan biaya promosi dari barang yang hendak dijual 
karena distribusi dan promosi ditangani langsung oleh distributor 
dengan sistem berjenjang. 
Secara global sistem MLM dilakukan dengan cara menjaring 
calon nasabah yang sekaligus berfungsi sebagai konsumen dan 
member dari perusahaan yang melakukan praktek MLM. Hal ini 
dilakukan dengan cara memprospek dan merekrutnya dengan 
berbagai cara.  












                                                          
42
 Andreas Harefa, 1999, 10 Kiat Sukses Distributor MLM, Belajar dari Amway, CNI dan Herbalife, 
PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 12. 
43
 Kholid Syamhudi, 2010, Siapa Bilang MLM Multi Level Marketing Haram?!, Pustaka Darul Ilmi, 
Bogor, hlm. 27-28. 
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Bagan 2 : Konsep Multi Level Marketing 
 
Karena itu, posisi member dalam jaringan MLM ini, tidak lepas 
dari dua posisi: 1) pembeli langsung, 2) makelar. Disebut pembeli 
langsung apabila sebagai member, ia melakukan transaksi pembelian 
secara langsung, baik kepada perusahaan maupun melalui distributor 
atau pusat stok. Disebut makelar karena ia telah menjadi perantara 
Mula-mula pihak perusahaan 
berusaha menjaring konsumen 
untuk menjadi member, dengan 
cara mengharuskan calon 
konsumen membeli paket 
produk perusahaan dengan 
harga tertentu. 
Dengan membeli paket produk 
perusahaan tersebut, pihak 
pembeli diberi satu formulir 
keanggotaan (member) dari 
perusahaan. 
Sesudah menjadi member maka 
tugas berikutnya adalah mencari 
member-member baru dengan 
cara seperti di atas, yakni 
membeli produk perusahaan 
dengan mengisi formulir 
keanggotaan. 
Para member baru juga bertugas 
mencari calon member-member 
baru lagi dengan cara seperti di 
atas, yakni membeli produk 
perusahaan dengan mengisi 
formulir keanggotaan. 
Jika member mampu menjaring 
member-member yang banyak, maka ia 
akan mendapat bonus dari perusahaan. 
Semakin banyak member yang dapat 
dijaring, maka semakin banyak pula 
bonus yang didapatkan karena 
perusahaan merasa diuntungkan oleh 
banyaknya member yang sekaligus 
menjadi konsumen paket produk 
perusahaan. 
Dengan adanya para member baru 
yang sekaligus menjadi konsumen 
paket produk perusahaan, maka 
member yang berada pada level 
pertama, kedua dan seterusnya akan 
selalu mendapatkan bonus secara 
estafet dari perusahaan, karena 
perusahaan merasa diuntungkan 




(melalui perekrutan yang telah ia lakukan) bagi orang lain untuk 
menjadi member dan membeli produk perusahaan tertentu.44 
Beberapa perusahaan MLM, ada yang melakukan kegiatan 
menjaring dana masyarakat untuk menanamkan modal di perusahaan 
tersebut dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar 100% 
dalam setiap bulannya. Juga beberapa perusahaan MLM lainnya yang 
mana seseorang bisa menjadi member-nya tidak harus dengan 
menjual produk perusahaan, namun cukup dengan mendaftarkan diri 
dengan membayar uang pendaftaran, selanjutnya dia bertugas 
mencari anggota lainnya dengan cara yang sama, semakin banyak 
anggota maka akan semakin banyak bonus yang diperoleh dari 
perusahaan tersebut. 
Intinya, memang ada sedikit perbedaan pada sistem setiap 
perusahaan MLM, namun semuanya berinti pada mencari anggota 
lainnya, semakin banyak anggotanya semakin banyak bonus yang 
diperolehnya.  
3. Perbedaan Antara MLM Syariah dan MLM Konvensional 
Secara sepintas MLM Syariah bisa saja tampak tidak berbeda 
dengan praktik-praktik bisnis MLM Konvensional, namun kalau kita 
telaah lebih jauh dalam proses operasionalnya terdapat perbedaan 
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 Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, 2015, Bisnis & Muamalah Kontemporer, Al Azhar 
Freshzone Publishing, Bogor, hlm. 116. 
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yang mendasar dan cukup signifikan antara kedua varian tersebut, 
yakni:45 
Pertama, sebagai perusahaan yang beroperasi secara syariah, 
niat, konsep dan praktik pengelolaannya senantiasa merujuk kepada 
Al-Qur‟an dan Hadis Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasallam dan 
untuk itu struktur organisasi perusahaanpun dilengkapi dengan Dewan 
Syariah Nasional (DSN) dari MUI untuk mengawasi jalannya 
perusahaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. 
Kedua, usaha MLM Syariah pada umumnya memiliki visi dan 
misi yang menekankan kepada pembangunan ekonomi nasional 
(melalui penyediaan lapangan kerja, produk-produk kebutuhan sehari-
hari dengan harga terjangkau dan pemberdayaan usaha kecil dan 
menengah di tanah air) demi meningkatkan kemakmuran, 
kesejahteraan dan meninggikan martabat bangsa. 
Ketiga, sistem pemberian insentif disusun dengan 
memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Dirancang 
semudah mungkin untuk dipahami serta dipraktikkan. Selain itu, 
memberikan kesempatan kepada para distributornya untuk 
memperoleh pendapatan seoptimal mungkin sesuai kemampuannya 
melalui penjualan, pengembangan jaringan ataupun melalui kedua-
duanya. 
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 Kuswara, 2005, Mengenal MLM Syariah dari Halal Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai Dengan 
Pengelolaannya. Qultum Media, Jakarta, hlm. 102. 
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Keempat, dalam hal marketing plan-nya, MLM Syariah pada 
umumnya mengusahakan untuk tidak membawa para distributornya 
pada suasana materialisme dan konsumerisme, yang jauh dari nilai-
nilai Islam.  
Selain itu, Sofwan Jauhari di dalam bukunya yang berjudul MLM 
Syariah: Buku Wajib Wirausahawan Muslim Praktisi MLM Syariah, 
secara garis besar, ada beberapa poin yang membedakan antara 
MLM Syariah dengan MLM Konvensional, yaitu sebagai berikut:46 
a. Secara organisasi, perusahaan MLM Syariah memiliki Dewan 
Pengawas Syariah  yang bertugas mengawasi kegiatan bisnis 
dalam perusahaan tersebut dan memberikan 
pembinaan/pengarahan agar semua kegiatan dalam perusahaan 
tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pengawasan ini 
meliputi: produk yang dijual, promosi, marketing plan dan 
kegiatan-kegiatan seremonial yang terdapat dalam perusahaan. 
b. Produk yang dijual adalah produk yang layak/halal digunakan atau 
dikonsumsi secara syariat Islam. Untuk produk yang masuk 
kategori makanan dan minuman harus mendapatkan sertifikat 
halal dengan labelisasi halal. Sertifikasi halal diberikan oleh MUI 
kepada perusahaan, namun tidak dicantumkan dalam kemasan 
produk, sedangkan labelisasi halal dicantumkan dalam kemasan 
produk. Sementara, produk yang tidak termasuk kategori 
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 Sofwan Jauhari, Op.cit., hlm. 51-54. 
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makanan atau minuman cukup dikonsultasikan secara lisan atau 
tertulis kepada Dewan Pengawas Syariah. 
c. Sistem pembagian bonus kepada member dan marketing plan 
perusahaan harus terbebas dari hal-hal yang diharamkan, 
utamanya adalah unsur maysir (judi), gharar (penipuan) dan riba. 
Untuk memastikan hal ini, yang dilakukan oleh Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) adalah memanggil 
manajemen perusahaan untuk mendengarkan presentasi 
marketing plan-nya, melakukan kajian terhadap marketing plan, 
mengunjungi kantor/perusahaan, melihat langsung proses 
produksi ke lokasi pabrik, melakukan inspeksi dan tanya jawab 
kepada manajemen, kemudian melakukan syura/ musyawarah 
ulama atas semua hal tersebut untuk diputuskan apakah 
perusahaan yang mengajukan sertifikasi syariah sudah memenuhi 
persyaratan dalam fatwa DSN 75/2009 atau belum. Jika sudah 
memenuhi dua belas persyaratan, maka akan diberikan sertifikat 
syariah oleh Dewan Syariah Nasional. 
d. MLM Syariah sebagai “The True MLM” memiliki orientasi bisnis 
menjual produk berupa barang, bukan pada merekrut orang.  
Perlu diketahui bahwa MLM yang mendapatkan sertifikasi 
syariah dari DSN MUI harus memenuhi semua perizinan yang berlaku 
di negara Indonesia, antara lain memiliki Surat Izin Usaha Penjualan 
Langsung (SIUPL). Dikutip dari Peraturan Menteri Perdagangan RI 
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No. 13/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Penerbitan SIUPL,  
Pasal 13 :  
 “Perusahaan yang telah memiliki SIUPL dilarang melakukan 
kegiatan: 
e: kegiatan yang menarik dan/atau mendapatkan keuntungan 
melalui iuran keanggotaan/pendaftaran sebagai mitra usaha 
secara tidak wajar; 
f: kegiatan dengan menerima pendaftaran keanggotaan sebagai 
mitra usaha dengan nama yang sama lebih dari 1 (satu) kali; 
h: kegiatan usaha perdagangan yang terkait dengan 
penghimpunan dana masyarakat.” 
Perusahaan yang mengutamakan perekrutan anggota baru, lalu 
membagikan uang pendaftaran sebagai bonus rekruitmen, apalagi 
yang membenarkan satu orang mendaftar lebih dari satu kali maka 
yang demikian ini pada umumnya adalah money game atau perjudian 
yang bertentangan dengan syariat Islam. Begitu pula dengan 
perusahaan MLM yang kegiatannya adalah menghimpun dana 
masyarakat, bukan menjual produk maka pada umumnya adalah 
money game walaupun dengan kedok menjual produk jasa haji 
ataupun lainnya.47 
Tabel 1 : Perbedaan MLM Syariah dan MLM Konvensional 
  MLM Syariah MLM Konvensional 




kode etik dan 
prinsip-prinsip 
syariah 
MLM yang legal 
berdasar hukum positif 
dan kode etik 
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6. Jenis usaha dan 
produk 
Halalan Thayyiban Sebagian sudah 
mendapat sertifikat 
halal MUI 
4. Fatwa MUI Tentang Multi Level Marketing 
Seiring dengan semakin maraknya pendirian MLM di Indonesia, 
akhirnya pada tahun 2009 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan Fatwa MUI No. 75/VII/2009 
tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) yang 
ditandatangani oleh ketua DSN MUI K.H. M.A. Sahal Mahfudh dan 
Sekretaris H.M. Ichwan Sam pada tanggal 25 Juli 2009 di Jakarta. Hal 
ini dilatarbelakangi oleh bisnis MLM yang telah berkembang pesat 
dengan inovasi dan pola yang beragam, namun belum dapat 
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dipastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Selain itu, agar 
masyarakat mendapatkan pedoman syariah yang jelas mengenai 
praktik penjualan langsung berjenjang syariah. 
Dalam Fatwa MUI No. 75/VII/2009 tersebut  terdapat ketentuan 
umum, ketentuan hukum dan ketentuan akad, antara lain sebagai 
berikut:48 
a. Ketentuan Umum 
Adapun ketentuan umum dalam fatwa ini, antara lain: 
1) Penjualan Langsung Berjenjang adalah cara penjualan barang 
atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh 
perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau 
badan usaha lainnya secara berturut-turut.  
2) Barang adalah setiap benda berwujud, baik bergerak maupun 
tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, 
yang dapat dimiliki, diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau 
dimanfaatkan oleh konsumen.  
3) Produk jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau 
pelayanan untuk dimanfaatkan oleh konsumen.  
4) Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum 
yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan/atau 
produk jasa dengan sistem penjualan langsung yang terdaftar 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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 Fatwa MUI No. 75/VII/2009, hlm. 5-7. 
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5) Konsumen adalah pihak pemakai barang dan/atau jasa, dan tidak 
untuk diperdagangkan.  
6) Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada 
mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya 
diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata, yang terkait 
langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang 
dan/atau produk jasa.  
7) Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan 
kepada mitra usaha atas penjualan, karena berhasil melampaui 
target penjualan barang dan/atau produk jasa yang ditetapkan 
perusahaan.  
8) Ighra‟ adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai 
terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi 
dalam rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan.  
9) Money game adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat 
atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan 
bonus dari hasil perekrutan/pendaftaran mitra usaha yang 
baru/bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, 
atau dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual 
tersebut hanya sebagai kamuflase atau tidak mempunyai 
mutu/kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.  
10) Excessive mark-up adalah batas marjin laba yang berlebihan yang 
dikaitkan dengan hal-hal lain di luar biaya.  
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11) Member get member adalah strategi perekrutan keanggotaan baru 
PLB yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar 
sebelumnya.  
12) Mitra usaha/stockist adalah pengecer/retailer yang 
menjual/memasarkan produk-produk penjualan langsung. 
b. Ketentuan Hukum 
Disebutkan ada dua belas ketentuan yang harus dipenuhi oleh 
sebuah perusahaan MLM untuk bisa dikategorikan sesuai dengan 
syariah dan berhak mendapatkan sertifikasi bisnis syariah. Ketentuan-
ketentuan tersebut, yaitu:  
1) Adanya objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang 
atau produk jasa. 
2) Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu 
yang diharamkan dan/atau yang digunakan untuk sesuatu yang 
haram. 
3) Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur 
gharar, maysir, riba, dharar, dzulm dan maksiat. 
4) Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (excessive mark-
up) sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan 
kualitas/manfaat yang diperoleh. 
5) Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, baik 
besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi 
kerja yang nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai 
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hasil penjualan barang atau produk jasa dan harus menjadi 
pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS/MLM Syariah 
tersebut. 
6) Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra 
usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) 
sesuai dengan target penjualan barang atau produk jasa yang 
ditetapkan oleh perusahaan. 
7) Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh 
secara reguler tanpa melakukan pembinaan atau penjualan 
barang atau jasa. 
8) Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota 
(mitra usaha) tidak menimbulkan „ighra (memberikan iming-iming 
atau janji-janji manis yang berlebihan). 
9) Tidak ada ekploitasi atau ketidakadilan dalam pembagian bonus 
antara anggota pertama dan anggota yang berikutnya. 
10) Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara 
seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang 
bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti 
syirik, kultus, maksiat dan lain-lain. 
11) Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan 
berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada 
anggota yang direkrutnya tersebut. 
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12) Tidak melakukan kegiatan money game (perjudian murni yang 
tidak ada produk apapun dalam bentuk barang ataupun jasa). 
c. Ketentuan Akad 
Akad-akad yang dapat digunakan dalam Penjualan Langsung 
Berjenjang Syariah adalah:  
1) Akad Bai‟/Murabahah merujuk kepada substansi Fatwa No. 
4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; Fatwa No. 16/DSN-
MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah;  
2) Akad Wakalah bil Ujrah merujuk kepada substansi Fatwa No. 
52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujrah pada Asuransi 
dan Reasuransi Syariah;  
3) Akad Ju‟alah merujuk kepada substansi Fatwa No. 62/DSN-
MUI/XII/2007 tentang Akad Ju‟alah;  
4) Akad Ijarah merujuk kepada substansi Fatwa No. 
9/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah; 
5) Akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah setelah 
dikeluarkan fatwa oleh DSN-MUI. 
C. Tinjauan Umum Tentang Dewan Syariah Nasional 
1. Keberadaan Dewan Syariah Nasional 
Keberadaan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
belum diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang. Dasar 
hukum yang mengikat bagi Dewan Syariah Nasional adalah Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang 
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melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam 
peraturan ini hanya dijelaskan pengertian Dewan Syariah Nasional, 
tidak diatur hal-hal lainnya. Aturan lain adalah surat keputusan yang 
dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Menurut Peraturan Bank 
Indonesia No. 6/24/PBI/2004, Dewan Syariah Nasional adalah dewan 
yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan 
memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan 
jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional berfungsi 
memberikan kejelasan atas kinerja lembaga keuangan syariah agar 
betul-betul berjalan sesuai dengan prinsip syariah.  
Lahirnya Dewan Syariah Nasional sebagai wujud dari antisipasi 
atas kekhawatiran munculnya perbedaan fatwa di kalangan Dewan 
Pengawas Syariah. Karena bersifat fiqhiyah, kemungkinan terjadi 
perbedaan pendapat fatwa sangat besar. Untuk itu, dengan 
dibentuknya sebuah dewan pemberi fatwa ekonomi Islam yang 
berlaku secara nasional diharapkan tidak terjadi perbedaan istinbat 
hukum. Fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi pegangan bagi 
Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi apakah lembaga 
keuangan syariah menjalankan prinsip syariah dengan benar. Dewan 
Syariah Nasional adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh 
Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1998 yang kemudian dikukuhkan 
oleh Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-
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754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999. Pendirian DSN ini tidak 
secara tiba-tiba ataupun buru-buru, melainkan setelah didahului 
beberapa kali pertemuan yang dilakukan oleh MUI, yaitu Lokakarya 
Ulama tentang Reksa Dana Syariah pada tanggal 29-30 Juli 1997 di 
Jakarta yang merekomendasikan agar dibentuk DSN untuk 
mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah 
dan rapat tim pembentukan DSN pada 14 Oktober 1997. Pada bagian 
konsideran SK DP-MUI tentang pembentukan Dewan Syariah 
Nasional tersebut dinyatakan bahwa hal yang melatarbelakangi 
pembentukan Dewan Syariah Nasional adalah dalam rangka 
mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian 
dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang 
perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan 
syariat Islam. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional akan 
senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi 
perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang 
ekonomi dan keuangan. Dewan Syariah Nasional memiliki metode 
tersendiri dalam menjamin kesyariahan ekonomi Islam. Karakteristik 
utama dari metode itu adalah: 
a. Jika ada suatu teks di dalam Al-Qur‟an atau Sunnah yang tampak 
relevan dengan problem yang dihadapi, Dewan Syariah tidak akan 
mencari di luar teks tersebut. Jika ada kesepakatan di kalangan 
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fuqaha atas suatu masalah, Dewan Syariah mengikuti apa yang 
sudah menjadi kesepakatan itu. 
b. Menguji masalah yang sedang berkembang di masyarakat untuk 
dilihat apakah masalah itu dapat dimasukkan ke dalam salah satu 
kontrak atau masalah yang diharamkan atau dihalalkan dalam 
fiqh. Dalam perbandingan antara masalah yang dihadapi dengan 
yang ada dalam fiqh ini, fokus Dewan Syariah umumnya adalah 
definisi-definisi fiqh. Jika masalah itu akan diselesaikan dengan 
hukum yang ada dalam fiqh.49 
2. Tugas Dewan Syariah Nasional 
Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-
tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan 
dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Adapun tugas utama 
Dewan Syariah Nasional sebagai berikut:50 
a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam 
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada 
khususnya. 
b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. 
c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. 
d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. 
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 Mardani, Op.cit.,  hlm. 153-154. 
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 Ibid.,  hlm. 155. 
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3. Wewenang Dewan Syariah Nasional   
Adapun wewenang yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia 
kepada Dewan Syariah Nasional adalah:51 
a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di 
masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar 
tindakan hukum pihak terkait. 
b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi 
ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang 
berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. 
c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-
nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada 
suatu lembaga keuangan syariah. 
d. Memberikan saran-saran pengembangan lembaga keuangan 
syariah kepada Direksi dan/atau Komisaris mengenai operasional 
lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. 
e. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang 
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas 
moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. 
f. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk 
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan 
oleh Dewan Syariah Nasional. 
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 Ibid., hlm. 156-157. 
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g. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil 
tindakan apabila peringatan tidak di-indahkan. Dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya, Dewan Syariah Nasional memiliki tata kerja 
sendiri. Adapun mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional 
adalah: 
1) Mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan 
Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional dalam rapat pleno. 
2) Menetapkan, mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan 
pedoman kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno. 
3) Mensahkan atau mengklarifikasikan hasil kajian terhadap usulan 
atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga 
keuangan syariah dalam rapat pleno. 
4) Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau 
bilamana diperlukan. 
5) Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam 
laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan 
syariah yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap 
ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh 
Dewan Syariah Nasional. 
4. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. 
Fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan 
kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi Islam. 
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Fatwa merupakan salah satu alternatif untuk menjawab 
perkembangan zaman yang tidak ter-cover dengan nash-nash 
keagamaan (an-Nushush al-Syar‟iyah). Nash-nash keagamaan telah 
berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral 
permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan 
perkembangan zaman. Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi 
salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan 
peristiwa yang muncul. 
Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk 
memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh 
umat Islam. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa 
sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab, posisi 
fatwa di kalangan masyarakat umum laksana dalil di kalangan para 
mujtahid (al-Fatwa fi Haqqil „Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid). 
Artinya, kedudukan fatwa bagi warga masyarakat yang awam 
terhadap agama Islam, seperti dalil bagi mujtahid. Kehadiran fatwa-
fatwa dimaksud agar menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi 
syariah yang tengah ditata/dikembangkan sekaligus merupakan alat 
ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa ekonomi 
syariah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model 
pengembangan bahkan pembaruan fiqih muamalah maliyah dan/atau 
fiqih ekonomi. Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin dan 
tawjih. Tabyin berarti menjelaskan hukum yang merupakan regulasi 
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praktis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi 
ekonomi syariah ke Dewan Syariah Nasional. Tawjih yaitu DSN 
memberikan petunjuk (guidance) serta pencerahan kepada 
masyarakat luas tentang norma hukum ekonomi syariah. 
Dewan Syariah Nasional dibentuk melalui surat keputusan 
pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 
yang salah satu tugasnya adalah mengeluarkan fatwa di bidang 
ekonomi syariah. Lembaga ini beranggotakan para ahli hukum Islam 
(fuqaha) dan ahli serta praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, 
baik bank maupun non bank. Secara yuridis, Dewan Syariah Nasional 
diakui keberadaannya dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia 
No. 32/34/1999 jo. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 
tentang Bank Umum, berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai 
pengawas Dewan Pengawas Syariah di berbagai Lembaga Keuangan 
Syariah. Dalam SK Pimpinan MUI No. 754/MUI/II/1999 tersebut 
ditentukan bahwa untuk melakukan kegiatan-kegiatan usahanya, bank 
umum syariah diwajibkan untuk memperhatikan fatwa Dewan Syariah 
Nasional. 
Fatwa Dewan Syariah Nasional mempunyai peranan yang 
penting dalam upaya pengembangan produk lembaga keuangan 
syariah, baik bank maupun non bank. Kedudukan fatwa Dewan 
Syariah Nasional menempati posisi yang sangat strategis bagi 
kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. 
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Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berhubungan dengan 
pengembangan lembaga ekonomi syariah dikeluarkan atas 
pertimbangan Badan Pelaksana Harian (BPH) yang membidangi ilmu 
syariah dan ekonomi. Dengan adanya pertimbangan dari para ahli 
tersebut, maka fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional 
memiliki kewenangan dan kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha 
ekonomi syariah. Karena itu agar fatwa mempunyai kekuatan hukum 
lebih mengikat, maka perlu diadopsi dan disahkan secara formal 
kedalam bentuk peraturan perundang-undangan.  
Memang dalam kajian ushul fiqh, kedudukan fatwa hanya 
mengikat bagi orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa. 
Namun, dalam konteks ini, teori itu tidak sepenuhnya bisa diterima 
karena konteks, sifat dan karakter fatwa saat ini telah berkembang 
dan berbeda dengan fatwa klasik. Teori lama tentang fatwa harus 
direformasi dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan 
proses terbentuknya fatwa. Maka teori fatwa hanya mengikat mustafti 
(orang meminta fatwa) tidak relevan untuk fatwa Dewan Syariah 
Nasional. Fatwa ekonomi syariah Dewan Syariah Nasional saat ini 
tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi 
juga bagi masyarakat Islam di Indonesia, apalagi fatwa-fatwa itu kini 
telah di positivisasi melalui peraturan Bank Indonesia (PBI). Bahkan 
Dewan Perwakilan Rakyat baru-baru ini, telah mengamandemen UU 
No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang secara tegas 
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memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang Peradilan 
Agama. 
Dewan Syariah Nasional bukanlah lembaga negara, namun 
fatwa dan rekomendasinya diserap para regulator dalam membuat 
regulasi dan izin. Yakni Bank Indonesia ketika mengatur perbankan 
syariah, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 
(Bapepam-LK) sewaktu mengatur pasar modal dan asuransi serta 
Departemen Keuangan untuk mengatur lembaga pembiayaan 
berbasis syariah. Undang-undang No. 40/2007 tentang Perseroan 
Terbatas yang disahkan pada 16 Agustus 2007, memperkuat posisi 
Dewan Syariah Nasional karena tiap Perseroan Terbatas (PT) yang 
melakukan usaha syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah 
yang direkomendasikan Dewan Syariah Nasional. Bahkan 
seyogyanya, seluruh fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional 
juga langsung di positivisasi oleh Bank Sentral, seperti di Sudan. Di 
Sudan sebagaimana di Malaysia, kedudukan Dewan Syariah Nasional 
masuk dalam struktur organisasi bank sentral. Namun, kedudukannya 
tidak setingkat deputi gubernur, melainkan di bawah Islamic Banking 
and Takaful Department.  
Fatwa-fatwa ekonomi syariah di Indonesia saat ini dikeluarkan 
melalui proses dan formulasi fatwa kolektif, koneksitas dan 
melembaga yang disebut ijtihad ulama secara kolektif (ijtihad jama‟i), 
bukan ijtihad individu (ijtihad fardi). Validitas jama‟i dan fardi jelas 
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sangat berbeda. Ijtihad jama‟i telah mendekati ijma. Dalam proses 
penetapan fatwa Dewan Syariah Nasional terkadang mengundang 
para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam 
pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter/lembaga 
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A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di PT. K-Link Indonesia Cabang 
Makassar yang berlokasi di Jalan Andi Pangeran Pettarani No. 56, Ruko 
A1-A2 Makassar. Pemilihan perusahaan ini karena PT. K-Link Indonesia 
merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bisnis Multi Level 
Marketing yang sudah mendapatkan sertifikat lembaga bisnis syariah oleh 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.  
B. Jenis dan Sumber Data   
Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
terbagi atas dua, yakni: 
1. Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh di lapangan melalui 
wawancara (interview). Wawancara dilakukan kepada narasumber yang 
terkait dengan penelitian ini yakni Branch Manager  PT. K-Link Indonesia 
Cabang Makassar yaitu Ferry Kassabuana dan distributor yang 
berperingkat Crown Ambassador yaitu Andi Jemma. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 
dalam hal ini dokumen yang diperoleh dari PT. K-Link Indonesia Cabang 
Makassar dan buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian ini, 
yakni Multi Level Marketing, Hukum Bisnis Islam, Hukum Ekonomi Syariah 
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dan Fiqih Muamalah serta data-data yang diperoleh dari media elektronik 
yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk 
memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini adalah: 
1. Wawancara (interview) 
Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap 
muka (face-to-face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-
jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang 
responden.53 
Sehubungan dengan hal ini, penulis melakukan wawancara 
berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dengan pihak terkait 
yang telah disebutkan di atas. 
2. Pengamatan (observation) 
Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematik 
kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang 
diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.54 
Dalam hal ini penulis langsung ke lokasi dan melakukan pengamatan 
dengan terlibat langsung sebagai peserta dalam Seminar Kesehatan dan 
Peluang Usaha (Grand Business Opportunity Presentation) Makassar 
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yang diselenggarakan oleh PT. K-Link Indonesia bertempat di Hotel Grand 
Town Makassar dan menghadirkan pembicara dari beberapa peringkat, 
yaitu Irwansyah yang berperingkat Royal Crown Ambassador, Muh. Bakri 
yang berperingkat Crown Manager dan Sony Harsono yang berperingkat 
Diamond Manager. 
3. Studi Dokumen  
Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan dan pencatatan terhadap 
data yang diperoleh dari PT. K-Link Indonesia Cabang Makassar dan data 
yang bersumber dari buku yang ada relevansinya dengan penelitian ini, 
yakni Multi Level Marketing, Hukum Bisnis Islam, Hukum Ekonomi Syariah 
dan Fiqih Muamalah serta data-data yang diperoleh dari media elektronik 
yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. 
D. Analisis Data 
Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, baik data primer 
maupun data sekunder, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis 
secara kualitatif. Metode analisis data adalah suatu metode yang mana 
data yang diperoleh dan diolah data dengan tujuan menjadikan data 
tersebut sebagai suatu informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat 
datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab 
masalah-masalah yang ada. Kemudian hasil analisis dipaparkan secara 
deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Tentang PT. K-Link Indonesia 
1. Profil PT. K-Link Indonesia  
K-Link didirikan di saat-saat bersejarah pada transisi antara era 
lama dan era baru. Dengan membawa misi pengetahuan, kasih 
sayang dan berperikemanusiaan dari abad yang lalu. K-Link bertujuan 
memimpin para usahawan untuk menerobos serta mengembangkan 
pengetahuan ekonomi dari gabungan kedua abad sebelumnya serta 
melahirkan pemimpin yang sukses dalam bisnis ini dan juga siap 
membimbing usahawan lainnya menjadi usahawan MLM yang 
beretika dan memiliki kehidupan yang gemilang.  
Melalui produk yang berkualitas dan inovatif, skema pemasaran 
yang dinamis serta program latihan yang diterapkan melalui satu 
system, K-System akan membawa setiap para usahawan K-Link 
menelusuri jalur pendidikan yang profesional yang menjanjikan karir 
yang cerah untuk mengangkat martabat bangsa Indonesia di mata 
dunia Multi Level Marketing. Ini semua akan terealisasi melalui 1 Visi, 
1 Misi dan 1 System. Satu visi untuk menjadi yang terbaik di pentas 
dunia, satu misi yaitu melahirkan usahawan MLM yang berdisiplin, 
berilmu dan berdedikasi serta peduli kepada yang lain dan satu 
support system yang teratur, mudah diduplikasi serta menyatukan 
setiap usahawan K-Link walau di Negara manapun mereka berada. K-
77 
 
Link Indonesia akan menjadi sebuah institusi yang akan melahirkan 
lebih banyak orang yang berhasil dengan kehidupan yang lebih sehat 
dan bahagia.55 
Dengan perekonomian yang pesat di Asia Tenggara, pasar 
Indonesia akan terus menjadi sebuah landasan yang tidak terpisahkan 
dalam K-Link International Group. Didirikan pada bulan Mei 2002, K-
Link Indonesia telah menerima banyak penghargaan yang ditujukan 
kepada sumber daya manusia, produk dan bisnis untuk menjadi yang 
terbaik dalam industri. 
Bagian dari blueprint kesuksesan K-Link terletak pada pesan 
“Unity is Power”. K-Link percaya keunggulan dapat dicapai melalui 
kerja sama tim yang kuat dan itu adalah budaya yang selalu K-Link 
upayakan untuk terus tumbuh di seluruh perusahaan. Dengan lebih 
dari 2,4 juta anggota, wadah bagi sumber daya manusia yang 
menawarkan beragam perspektif, berbagi ide, pengetahuan dan 
pemahaman yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan setiap 
individu. Ini adalah kunci yang memastikan K-Link Indonesia terus 
tumbuh dan berkembang dengan tujuan menjadi perusahaan Multi 
Level Marketing yang paling dominan di negeri ini. 
Target K-Link adalah pertumbuhan melalui kesatuan dan inovasi 
untuk mencapai ekspansi bisnis yang menawarkan keunikan, produk 
baru dan merintis pasar baru, dengan menggabungkan teknologi 
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pemasaran terbaru dan properti intelektual K-Link untuk mencapai 
sinergi yang lebih besar. K-Link Indonesia yakin bahwa pembelajaran 
terus menerus merupakan dasar untuk pertumbuhan yang 
berkelanjutan pada dua sisi, yakni dari sisi perusahaan, mendengar 
dan belajar dari kebutuhan para pelanggan yang dinamis dan dari sisi 
distributor, belajar dari kepiawaian para top MLM leaders dalam 
kelompok. 
K-Link Indonesia didedikasikan untuk memenuhi tantangan yang 
akan muncul sebagai lembaga dan bisnis yang terus berkembang. K-
Link yakin dan bersemangat untuk mengembangkan brand ini dan K-
Link percaya akan menjadi patokan dalam kualitas produk dan 
peluang bisnis baik nasional maupun global masa depan.56 
2. Visi, Misi dan Tujuan PT. K-Link Indonesia  
PT. K-Link Indonesia memiliki satu visi, satu misi dan satu 
tujuan, antara lain:57 
a. Visi 
Menjadi salah satu perusahaan MLM terkemuka di Indonesia 
yang memiliki varian produk yang diminati oleh masyarakat Indonesia 
dengan jutaan distributor yang tersebar di berbagai daerah di 
Indonesia, mencetak ribuan pemasar MLM yang memiliki penghasilan 
di atas rata-rata penghasilan kalangan menengah di Indonesia. 
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Memasarkan produk makanan dan minuman kesehatan, produk 
penunjang dan perawatan kesehatan yang berkualitas dan teruji 
khasiatnya, dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat luas. K-
Link menawarkan konsep bisnis MLM yang dapat dijalankan oleh 
setiap orang dari beragam latar belakang sosial dan pendidikan. 
c. Tujuan 
Setiap distributor K-Link menjalankan bisnis Multi Level 
Marketing sesuai dengan prosedur pelatihan dan modul yang 
terstandar dan terjadwal, di bawah satu sistem. 
PT. K-Link Indonesia memiliki wawasan yang terdiri dari:58 
1) Terdapat di bursa saham 
2) Pabrik berstatus GMP (Good Manufacturing Practices) 
3) Bisnis yang bersifat global 
4) Menguasai sebagian besar pasar 
5) Memiliki gedung sendiri 
6) Melahirkan jutawan-jutawan “Crown Ambassador” 
Falsafah PT. K-Link, antara lain:59 
1) Memberikan sumbangsih kepada masyarakat dan negara 
2) Mengutamakan para pengguna. Semua rencana dan kebijakan 
adalah demi kebaikan semua pihak 
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3) Mempererat hubungan di kalangan rekan usaha, pelanggan, 
usahawan adalah asas dalam menjalankan usaha jangka panjang 
4) Kami yakin bahwa memasarkan produk yang berkualitas tinggi 
adalah faktor penggerak utama 
5) Kesuksesan melalui semangat persatuan 
6) Berilmu adalah asas dalam meraih kesuksesan 
7) Strategi “Win-win” adalah tujuan operasi kita 
3. Produk PT. K-Link Indonesia 
PT. K-Link Indonesia telah mengembangkan penemuan di 
bidang kesehatan dan menyediakan produk-produk pemelihara 
kesehatan dan kecantikan yang berkualitas. Saat ini K-Link memiliki 
100 varian produk untuk semua kelompok usia dan persoalan 
kesehatan di dalamnya. Berikut beberapa contoh produk yang 
dipasarkan oleh K-Link, antara lain: 
a. Makanan Kesehatan 
1) K-Liquid Organic Spirulina 
K-Liquid Organic Spirulina merupakan makanan kesehatan 
dengan kandungan gizi sebagai sumber energi dan vitalitas alami, 
bernutrisi lengkap yang sangat sesuai sebagai makanan 
tambahan untuk segala umur.60 
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2) K-Bio Green 
Merupakan makanan organik yang dipilih secara khusus dari 
58 jenis bahan seperti kacang, biji-bijian, sayur-sayuran, rumput 
laut dan bifido-bakteria serta enzim makanan yang memainkan 
peranan penting bagi tubuh untuk membersihkan dan 
mendetoksifikasi, meremajakan, mengembalikan fungsi organ 
tubuh dan membangun serta menjaga ketahanan tubuh.61 
3) K-Omega Squa 
Suplemen kesehatan yang bermanfaat bagi tubuh, berasal 
dari minyak ikan salmon Norwegia dan hati ikan hiu Aizame 
Jepang. Memiliki kandungan Omega 3 yang paling tinggi dengan 
komposisi EPA dan DHA yang seimbang serta squalene yang 
mampu meningkatkan kadar oksigen dalam sel dan menjaga kulit.  
K-Omega Squa mampu menurunkan kadar kolestrol dan 
trigliserida dalam darah, mencegah terjadinya osteoporosis dan 
penyakit jantung koroner, mengatasi peradangan bagi penderita 
reumatik dan asma, baik bagi ibu hamil karena dapat membantu 
pertumbuhan otak dan mata janin.62 
4) K-Sauda Oil 
Kombinasi minyak habbatussauda dan minyak kelapa yang 
mampu meningkatkan kekebalan tubuh, melawan infeksi yang 
disebabkan oleh virus, bakteri dan jamur, melindungi tubuh dari 
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serangan tumor dan kanker, membantu dalam proses 
pertumbuhan prostat dan tiroid, membantu untuk menurunkan 
berat badan dan baik bagi penderita diabetes.63 
b. Minuman Kesehatan 
1) K-Liquid Chlorophyll 
K-Liquid Chlorophyll merupakan minuman kesehatan yang 
menjadi icon bagi K-Link, menggunakan ekstrak klorofil pekat dari 
daun alfalfa yang kaya akan nutrisi seperti mineral, vitamin, 
protein, unsur-unsur hara dan mikronutrien yang sangat penting 
dalam meningkatkan metabolisme, menyeimbangkan kadar asam 
basa di dalam tubuh dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh.64 
2) K-C Susu Skim Bubuk 
K-C Susu Skim Bubuk adalah susu skim bubuk terbaik yang 
berasal dari kualitas unggul sapi New Zealand yang mampu 
meningkatkan sistem imun, memperkuat sistem pencernaan dan 
meregenerasi sel alami lebih cepat.65 
3) Golden Valley SOD 
Merupakan teh kesehatan yang berasal dari Afrika Selatan 
dan bebas kafein, mampu memperlambat proses penuaan dan 
meningkatkan sistem kekebalan serta membantu membentuk 
tulang dan gigi yang kuat.66 
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4) K-Link Arabica Coffee 
K-Link Arabica Coffee dibuat dari campuran biji kopi arabica 
kualitas tinggi, ektrak ginseng dan ektrak ganoderma. K-Link 
Arabica Coffee memberikan rasa segar dan bertenaga bagi 
tubuh.67 
c. Pemeliharaan Kesehatan 
1) K-Link Kinotakara 
K-Link Konotakara merupakan koyo yang berfungsi untuk 
menyerap racun dalam tubuh. Berasal dari negara Jepang dan 
sangat bermanfaat bagi tubuh dalam menjaga kesehatan.68 
2) Gamat Vitagel 
Obat luar tradisional untuk melembutkan kulit, merawat luka-
luka, kudis, bengkak, jerawat atau cedera karena benda panas.69 
3) Riddance 
Riddance memberikan 4 khasiat detoksifikasi, yakni 
membersihkan darah, membersihkan usus, membuang toksin dan 
mengatur fungsi tubuh.70 
4) K-AyuArtis Oil 
K-AyuArtis oil merupakan cairan minyak gosok yang 
memberikan rasa nyaman bagi penderita nyeri sendi.71 
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d. Perawatan Pribadi 
1) K-Mu‟min Tooth Paste 
Pasta gigi herbal alami, bebas detergen yang mengandung 
akar siwak (salvadora persica L), lemon dan cengkeh yang sangat 
baik dalam menjaga kesehatan gigi.72 
2) K-All White Cool Mint 
Pasta gigi yang dapat meningkatkan kesehatan gigi dengan 
menjaga kesegaran nafas dan membuat gigi tampak lebih putih 
dan bersih.73 
3) K-Shopie 
K-Shopie merupakan pembalut dan pantyliner yang terbuat 
dari formula spesial, kombinasi antara bahan-bahan tradisional 
herbal dengan bioteknologi dan mengandung ion negatif yang 
mampu mengatasi masalah-masalah wanita dalam kesehariannya 
dan pada saat datang bulan tiba.74 
4) K-Puyikang 
Produk pembersih kewanitaan untuk mengatasi berbagai 
masalah kewanitaan dari keputihan (leukorrhea), infeksi karena 
bakteri dan jamur, radang atau iritasi lainnya.75 
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e. Perawatan Kecantikan 
1) K-Chlorophyll Care 
Merupakan produk perawatan rambut dan kulit yang 
mengandung ekstrak klorofil daun alfalfa dan aroma lavender 
yang diformulasikan khusus sesuai dengan kulit orang asia. 
Rangkaian produk terdiri dari K-Chlorophyll Transparant Soap, K-
Chlorophyll Care Body Shower, K-Chlorophyll Care Hair Shampo 
dan K-Chlorophyll Care Sunscreen Lotion.76 
2) K-Honey & Goatmilk Care 
Perawatan untuk kulit kering yang mengandung colagen, 
vitamin E, aloe vera, madu dan susu kambing yang memberi 
nutrisi kulit wajah dan menjaga kelembaban serta membuat kulit 
menjadi lebih halus, lembut dan cerah. Rangkaian produk terdiri 
dari perawatan kulit wajah, perawatan tubuh dan perawatan 
rambut.77 
3) K-Olive Love Care 
Perawatan untuk kulit berminyak yang mengandung olive oil, 
ricinus oil, tea tree oil, lemon extract, salicylic acid yang memberi 
nutrisi kulit wajah dan menjaga kelembaban serta membuat kulit 
wajah menjadi lebih halus, lembut dan kenyal tanpa membuatnya 
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berminyak. Tersedia untuk perawatan kulit wajah, perawatan 
tangan dan kaki serta perawatan rambut.78 
f. Alat Kesehatan 
1) K-Link Slimming Body Undergarment 
Produk ini menggabungkan ion negatif, ion tembaga, 
gelombang elektromagnetik dan sinar inframerah jauh. Dengan 
kombinasi tersebut produk ini membantu mengatur dan 
meningkatkan sirkulasi darah serta menjaga dan membentuk 
tubuh wanita.79 
2) K-iBrief dan K-iPanty 
K-iBrief adalah celana dalam khusus pria dan K-iPanty 
adalah celana dalam khusus wanita. Keduanya dapat 
meningkatkan kesehatan dan menciptakan kenyamanan serta 
mencegah masalah-masalah organ reproduksi.80 
3) K-Elegance Tudung  
KI-Elegance Tudung Kepala yang dilengkapi dengan sinar 
inframerah untuk membantu meringankan dan meredakan 
penyakit dan gangguan, seperti sakit kepala, gangguan tidur, 
keletihan, gangguan emosi dan membantu menghilangkan bau 
badan.81 
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K-IonSpec merupakan kacamata kesehatan yang terbuat 
dari bahan paten dan nano teknologi yang dapat memancarkan 
ion negatif dan sinar inframerah jauh untuk memperlancar 
peredaran darah dan metabolisme sekitar mata, sehingga dapat 
membantu mencegah dan memperbaiki gangguan yang sering 
terjadi pada mata.82 
g. Produk Penunjang Lain 
1) K-Link Bioboost 
K-Link Bioboost merupakan pupuk hayati organik yang 
mengandung mikroorganisme tanah yang unggul, bermanfaat 
untuk meningkatkan kesuburan tanah sebagai hasil proses 
biokimia tanah. Kombinasi penggunaan K-Link Bioboost dengan 
pupuk kimia, pupuk kandang atau kompos akan sangat baik untuk 
meningkatkan produktivitas lahan sehingga hasil pertanian akan 
meningkat baik mutu maupun jumlah hasil panennya.83 
2) K-Ezkleen Detergen Konsentrat 
Detergen dengan teknologi colour arrest yang 
dikombinasikan dengan teknologi enzim dan beberapa teknologi 
lainnya yang dapat sangat ampuh menuntaskan noda pakaian.84 
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3) K-Ezkleen Green 
K-Ezkleen Green merupakan pembersih serbaguna yang 
ramah lingkungan. Diformulasikan dengan bahan alami terbaik 
yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Mampu 
bekerja di permukaan apapun dari bahan kulit, keramik, kayu 
sampai logam.85 
4) K-Link Engine Power 
Merupakan suplemen terbaik kendaraan yang bekerja pada 
dua dimensi, yaitu ruang mesin dan ruang bakar. Cocok untuk 
semua jenis oli mesin, bensin maupun diesel, transmisi manual 
maupun matic.86 
4. Jenjang Karir Distributor PT. K-Link Indonesia 
Di K-Link, distributor dapat merintis karir karena tinggi rendahnya 
karir distributor di K-Link berpengaruh pada besar kecilnya bonus 
yang akan anda terima. 
Untuk mempercepat kenaikan karir dan bonus, distributor cukup 
membuka 3 frontline (3 kaki) dan pada ketiga frontline juga dianjurkan 
untuk melakukan yang sama, ketiga frontline ini yang akan dihitung 
omzet perbulannya untuk mendapatkan bonus. Tiga frontline ini 
merupakan grup yang harus di support supaya sukses karena dengan 
mereka sukses, distributor juga otomatis akan sukses. 
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Sistem kenaikan peringkat dalam K-Link memiliki keunggulan 
antara lain : 
a. Tidak ada batas waktu; 
b. Satu naik peringkat, semua naik peringkat; 
c. Tidak akan pernah turun peringkat; 
d. Keuntungan dibagi secara proporsional; 
e. Kenaikan peringkat berdasarkan akumulasi penjualan.87 
Tabel 2 : Jenjang Karir Distributor K-Link88 
Peringkat Jenjang karir Syarat 
3% Member Akumulasi belanja pribadi dan 
grup 100 BV 
6% Senior Member Akumulasi belanja pribadi dan 
grup 400 BV 
9% Supervisor Akumulasi belanja pribadi dan 
grup 2.000 BV 
12% Assisten manager Akumulasi belanja pribadi dan 
grup 8.000 BV 
15% Manager Akumulasi belanja pribadi dan 
grup 15.000 BV 
17% Sapphire Manager Membina minimal 1 Manager 
dalam grupnya. 
19% Ruby Manager Membina minimal 2 Manager 
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21% Emerald Manager Membina minimal 3 Manager 
dalam grupnya. 
23% Diamond Manager Membina minimal 3 Manager 
dengan 4 Emerald Manager. 
25% Crown Manager Membina minimal 3 Manager 
dengan 8 Emerald Manager. 
28% Crown 
Ambassador 
Membina minimal 3 Manager 
dengan 12 Emerald Manager. 
28% Senior Crown 
Ambassador 
Membina minimal 5 Manager 
dengan 14 Emerald Manager. 
28% Royal Crown 
Ambassador 
Membina minimal 8 Manager 
dengan 17 Emerald Manager. 
*) Untuk memperoleh bonus dari Sapphire Manager hingga Royal 
Crown Ambassador, penjualan pribadi minimal 200 BV dan memenuhi 
syarat di atas dan Personal Group Business Value (PGBV) setiap 
bulannya sesuai dengan peringkatnya (maksimum yang dihitung 4 
Emerald Manager dalam 1 kaki) 
5. Sistem Operasional PT. K-Link Indonesia 
a. Sistem Penjualan Produk 
Pada K-Link, pelanggan bisa membeli produk tanpa harus 
menjadi member yaitu melalui stockist melalui distributor K-Link 
dengan mendapatkan harga konsumen, hanya saja jika sudah 
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menjadi member, maka akan mendapatkan harga distributor. 
Perbedaan antara harga konsumen dan harga distributor kurang 
lebih 20% dari harga distributor. Keuntungan sebagai distributor di 
setiap pembelanjaan produk terdapat BV (Business Value) yang 
berupa poin, jika dalam sebulan pembelanjaan minimal 100 BV 
maka akan mendapatkan bonus statement berupa voucher cash 
dan apabila mencapai 400 BV akan mendapatkan voucher cash 
dan voucher product. 
Di K-Link sendiri tidak mewajibkan member untuk menjual 
dan diperbolehkan untuk menjadi konsumen saja, ia dapat 
membeli produk langsung ke perusahaan dengan harga 
distributor. Bagi member yang tidak mau menjual dan tidak 
merekrut anggota baru, maka ia tidak mendapatkan bonus. Jadi, 
secara logika yang tidak bekerja, maka tidak berhak mendapatkan 
upah. Jika seorang member mau menjadi  penjual, maka ia akan 
mendapatkan keuntungan dari penjualannya dan jika ia berhasil 
membina member yang ia rekrut, maka ia berhak mendapatkan 
bonus. 
b. Sistem Perekrutan Anggota 
Mengenai sistem perekrutan anggota, Ferry Kassabuana 
menjelaskan, 
“Tentang perekrutan anggota, jarang tiba-tiba yang datang 
kesini. Jadi, biasanya mereka mendengar dari orang lain 
atau mereka memang sudah pernah dikenalkan produk 
unggulan kami, salah satunya K-Liquid Chlorophyll dan 
92 
 
Omega Squa, mereka konsumsi dan merasakan ada 
manfaatnya di dalamnya, kemudian mereka akan bertanya 
belinya dimana atau mereka diundang ke acara pertemuan, 
misalnya Business Opportunity Presentation (BOP) sehingga 
mereka pun tertarik untuk bergabung.”89 
 
Seseorang yang ingin terdaftar sebagai anggota/distributor di 
PT. K-Link Indonesia harus memenuhi persyaratan, antara lain:90 
1) Warga negara Indonesia yang telah berusia 18 tahun atau 
lebih; 
2) Mempunyai seorang sponsor yang telah terdaftar menjadi 
anggota K-Link; 
3) Mengisi formulir pendaftaran dengan benar; 
4) Melampirkan fotokopi data diri; 
5) Membayar biaya pendaftaran; 
Berdasarkan wawancara, Ferry Kassabuana menjelaskan 
tentang model pendaftaran di K-Link, 
“Sekarang ini model pendaftaran ada dua, yakni dengan 
harga Rp. 200.000 dan Rp. 50.000. Kalau yang harga Rp. 
200.000 akan mendapatkan starter kit yang terdiri dari 
buku induk, buku tentang produk K-Liquid Organic 
Spirulina, buku tentang produk K-Link Kinotakara, 
beberapa kaset dll   serta produk K-Liquid Chlorophyll, 
sedangkan yang harga Rp. 50.000 hanya sebagai 
simbolis No. ID saja tentunya tidak mendapatkan starter 
kit dan produk K-Liquid Chlorophyll.”91 
 
6) Seorang distributor hanya berhak atas satu nomor 
keanggotaan. 
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7) Keanggotaan sebagai distributor berlaku seumur hidup  
selama yang bersangkutan dapat memenuhi jumlah BV 
minimal yang ditentukan perusahaan dalam satu tahun. 
Apabila seorang calon anggota/distributor telah memenuhi 
persyaratan di atas maka calon anggota/distributor tersebut 
berhak menjadi anggota/distributor dan melekat pula padanya hak 
dan kewajiban. 
1) Hak Distributor92 
a) Mensponsori, memprospek calon anggota di seluruh 
Indonesia tanpa dibatasi jumlah dan wilayahnya. 
b) Membeli produk-produk K-Link dengan harga distributor. 
c) Mendapatkan keuntungan langsung dari penjualan. 
d) Memperoleh peringkat tertentu setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan. 
e) Mendapatkan bonus sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam rencana pemasaran (marketing plan). 
f) Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan. 
g) Menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh K-
Link. 
h) Mewariskan keanggotaannya kepada ahli waris yang sah 
yang ditunjuk atau ditetapkan. 
                                                          
92
 Dokumen K-Link, Formulir Permohonan Sementara Sebagai Distributor, Peraturan dan 
Ketentuan Distributor, Op.cit., hlm. 2. 
94 
 
i) Hak keanggotaan hanya milik distributor yang 
bersangkutan dan tidak bisa digunakan oleh orang lain 
kecuali suami/istri yang bersangkutan. 
2) Kewajiban Distributor93 
a) Mematuhi ketentuan kode etik distributor dan perundang-
undangan yang berlaku. 
b) Bersikap santun, jujur, profesional dan bersungguh-
sungguh dalam usahanya membangun bisnis jaringan K-
Link. 
c) Menjaga dan meningkatkan reputasi dan nama baik 
perusahaan di mata masyarakat dan menghindari 
tindakan-tindakan atau sikap yang akan merusak citra K-
Link serta distributor lainnya. 
d) Memberikan informasi yang benar dan akurat tentang 
produk, hak dan kewajiban serta rencana pemasaran 
sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh perusahaan 
serta tidak berlebih-lebihan. 
e) Menjaga hubungan yang baik dengan sesama distributor 
dan seluruh karyawan K-Link. 
f) Melaporkan setiap ada pemindahan alamat atau 
domisilinya. 
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c. Sistem Pembagian Bonus 
PT. K-Link Indonesia menawarkan keuntungan langsung ± 
20 % dari selisih harga produk yang dijual. Di samping itu K-Link 
memberikan bonus kepada distributornya menjadi dua bagian, 
yaitu Plan A dan Plan B.  
Berikut keunikan marketing plan K-Link Internasional: 
1) Pembayaran sebanyak 74% dari  Nilai Bonus (BV) 
2) Kenaikan peringkat yang mudah 
3) Kouta yang rendah (pengurangan kouta berdasarkan 
peringkat) 
4) Bonus Kepemimpinan dinikmati hingga 27 level 
(menggunakan sistem perpaduan) 
5) Sistem akumulasi tanpa batas waktu 
6) Tidak ada penurunan tingkat 
7) Pembagian keuntungan untuk semua level (tidak ada 
perselisihan di kalangan usahawan) 
8) Tanpa ada tekanan 
9) Sistem pembagian keuntungan global 






Tabel 3 : Marketing Plan K-Link 
Marketing Plan 
Plan A Plan B 
Keuntungan Langsung  ± 20% Dana Dinamis 9% 
Bonus Perkembangan 28% Bonus Infiniti 20% 
Bonus Kepemimpinan 30% Unilevel 28% (9 Level) 
Dana S.R.E.D. 3% Pembagian Bonus Global 15% 
Dana Crown 1%  
Dana Crown Ambassador 2%  
Dana Senior Crown 
Ambassador 1% 
 
Dana Royal Crown 
Ambassador 1% 
 
Dana Rumah/ Mobil 3%  
Bonus Akhir Tahun 3%  
Liburan Ke Luar Negeri 2%  
1) Marketing Plan A 
Di bawah ini adalah “11 Insentif yang Menguntungkan” yang 
diberikan oleh K-Link Internasional. Agar layak menikmati insentif 
tersebut, distributor harus mempunyai penjualan bulanan 
minimum sebanyak 100 BV bagi peringkat Manager dan ke 
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bawah, penjualan bulanan minimum sebanyak 200 BV bagi 
peringkat Sapphire Manager dan ke atas, antara lain:94 
Tabel 4 : Ringkasan 11 Insentif yang Menguntungkan 











































































































































































































i Manager yang layak         
sm  6% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
        
s  9%         
am  12%         
M  15% 
        
SM  17% 5% 5% 4% 3%               
RM  19% 5% 5% 4% 4% 3%              
EM  21% 5% 5% 4% 4% 4% 3%             
DM  23% 5% 5% 5% 5% 4% 3% 2% 1%           
CM  25% 5% 5% 5% 5% 4% 3% 2% 1% 1%          
CA  28% 5% 5% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 1% 1%         
SCA  28% 5% 5% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 1% 1%         
RCA  28% 5% 5% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 1% 1%         
 
                                                          
94
 Dokumen K-Link, Starter Kit, Panduan Bisnis, hlm. 6-20. 
98 
 
a) Keuntungan Langsung ± 20% 
Seorang distributor membeli produk K-Link Internasional 
dengan harga distributor (distributor‟s price) dan menjualnya 
dengan harga konsumen (customer price). Ini menunjukkan 
perbedaan sebanyak ± 20% di antara harga distributor dan harga 
konsumen yang mewakili keuntungan distributor. 








Rp. 140.000 Rp. 117.000 Rp. 23.000 19,65% 
b) Bonus Perkembangan 28% 
K-Link Internasional akan memberikan sebesar 28% 
daripada keseluruhan Business Value (BV) sebagai Bonus 
Perkembangan untuk dibagikan kepada para distributor yang 
layak dari berbagai peringkat. Untuk layak mendapatkan Bonus 
Perkembangan, seorang distributor harus melakukan pembelian 
atau penjualan bulanan sebagai berikut: 
(1) Member hingga Manager (3% - 15%) perlu melakukan 
pembelian atau penjualan bulanan minimum sebanyak 100 BV 
(nilai-nilai produk). 
(2) Sapphire Manager hingga Crown Manager perlu melakukan 
pembelian atau penjualan bulanan bernilai sebanyak 200 BV. 
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c) Bonus Kepemimpinan 30% 
K-Link Internasional memberikan sebesar 30% Bonus 
Kepemimpinan dengan sistem pembagian secara adil. 
Keseluruhan jumlah akan dibagikan kepada Sapphire Manager 
dan ke atas. Penghitungan bonus berdasarkan sistem poin agar 
pembayaran penuh bisa dilakukan kepada para Manager yang 
layak. 
Bagan 3 : Rumus Nilai Poin Kepemimpinan 
     Jumlah BV K-Link x 30% 
  (Bonus Kepemimpinan Tetap)  
___________________________   = Nilai Poin Kepemimpinan 
Jumlah Poin Pemimpin yang Layak 
Tabel 6 : Sistem Pembagian untuk Bonus Kepemimpinan 30% 
 
Bonus Kepemimpinan 
Dana S.R.E.D. 3% 1% 2% 1% 1% 
Peringkat 
SM RM EM DM CM CA SCA RCA 
PGBV 
2.000 1.600 1.200 600 400 200 200 200 
PBV 
200 200 200 200 200 200 200 200 
Jumlah Manager 


















1 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
2 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 
3 3% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 
4  3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 
5   3% 3% 3% 3% 3% 3% 
6    2% 2% 2% 2% 2% 
7    1% 1% 2% 2% 2% 
8     1% 1% 1% 1% 
9      1% 1% 1% 
*) Untuk layak mendapatkan Bonus Kepemimpinan, distibutor 
harus memiliki penjualan pribadi minimal 200 BV setiap bulannya. 
**) Nilai Personal Group Business Value (PGBV) = Jumlah nilai 
pribadi dan grup yang belum mencapai peringkat Manager (3% - 
12%) 
d) Dana S.R.E.D. 3% 
K-Link Internasional memberikan sebesar 3% dari jumlah BV 
untuk Dana S.R.E.D. Dana ini diberikan kepada peringkat 
Sapphire Manager dan ke atas karena mereka telah menunjukkan 
usaha dan kerja yang keras dan untuk mendorong mereka untuk 
berusaha lebih keras lagi membangun jaringan mereka. 












e) Dana Crown Manager 1% 
K-Link Internasional membagikan sebanyak 1% dari jumlah 

























































































menunjukkan penghargaan perusahaan untuk pencapaian tinggi 
Crown Manager. Dana ini juga berdasarkan sistem poin 
pemimpin. 
Bagan 5 : Kelayakan Pembagian Dana Crown Manager 
              
Pembagian 2/3 dari Dana Crown 
f) Dana Crown Ambassador 2% 
K-Link Internasional menbagikan sebanyak 2% dari jumlah 
BV untuk dana ini. Dana ini dibagikan berdasarkan sistem poin 
pemimpin. Diberikan kepara para Crown Ambassador, Senior 
Crown Ambassador dan Royal Crown Ambassador sebagai 




































Bagan 6 : Kelayakan Pembagian Dana Crown Ambassador 
            
Jika distributor hanya memiliki 2 cabang Manager 
yang mempunyai 10.000 BV masing-masing, 
distributor hanya mendapatkan 50% dari Dana 
Crown dengan syarat memiliki PGBV 400. 
g) Dana Senior Crown Ambassador 1% 
K-Link Internasional memberikan sebanyak 1% dari jumlah 
BV untuk dana ini. Penghitungan dana ini berdasarkan sistem poin 
pemimpin (Leadership Point System). Dana ini dibagikan di antara 
Senior Crown Ambassador dan Royal Crown Ambassador 
sebagai penghargaan atas pencapaian yang luar biasa mereka. 
Bagan 7 : Kelayakan Pembagian Dana Senior Crown Ambassador 
   
Crown 
Ambassador 


































































Selain menikmati sebanyak 28% Bonus Perkembangan, 
30% Bonus Kepemimpinan, 3% Dana Mobil/Rumah, 2% Intensif 
ke Luar Negeri, 2% Dana Crown Ambassador, seorang Senior 
Crown Ambassador yang layak juga menikmati sebanyak 1% 
Dana S.C.A. 
h) Dana Royal Crown Ambassador 1% 
K-Link Internasional memberikan sebanyak 1% dari jumlah 
BV untuk dana ini. Pembagian dana ini berdasarkan sistem poin 
pemimpin. Dibagikan di antara para Royal Crown Ambassador 
sebagai penghargaan atas pencapaian luar biasa mereka. 
Bagan 8 : Kelayakan Pembagian Dana Royal Crown Ambassador 
    
Selain menikmati sebanyak 28% Bonus Perkembangan, 
30% Bonus Kepemimpinan, 3% Dana Mobil/Rumah, 2% Intensif 
ke Luar Negeri, 2% Dana Crown Ambassador, 1% Dana S.C.A., 
seorang Royal Crown Ambassador yang layak juga menikmati 







































































i) Dana Rumah/ Mobil 3% 
K-Link Internasional memberikan sebanyak 3% dari jumlah 
BV bulanan untuk Dana Mobil/Rumah. Pembagian dana ini 
berdasarkan sistem poin pemimpin. Dana ini dibagikan secara adil 
di antara peringkat kelayakan Diamond Manager hingga Royal 
Crown Ambassador dengan mengambil dan menggunakan sistem 
poin pemimpin. 
Untuk menikmati dana ini, distributor perlu mencapai 
penjualan berikut: 
(1) Business Value pribadi sebanyak 200 BV. 
(2) Jumlah penjualan grup pribadi seperti dinyatakan dalam 
marketing plan K-Link Internasional yaitu Diamond Manager 
600 PGBV; Crown Manager 400 PGBV dan Crown 
Ambassador 200 PBV, Senior Crown Ambassador 200 PBV 
dan Royal Crown Ambassador 200 PBV. 
(3) Tiga dari downline Manager dengan pencapaian bulanan 
sebanyak 10.000 BV, 10.000 BV dan 5.000 BV. 
(4) Berdasarkan sistem poin pemimpin, seorang pemimpin yang 
layak untuk mendapatkan dana bisa mendapatkan 
pendapatan maksimum hingga Rp. 28.800.000,- sebulan. 
Kelebihan dari jumlah tersebut di atas akan dibagikan secara 




Bagan 9 : Kelayakan Pembagian Dana Rumah/Mobil 
 
 
j) Bonus Akhir Tahun 3% 
K-Link Internasional memberikan sebanyak 3% dari jumlah 
bulanan BV untuk Bonus Akhir Tahun. Ini merupakan bonus 
istimewa khusus untuk Emerald Manager dan ke atas. 
Pembayaran bonus adalah berdasarkan setiap bulan, berawal dari 
bulan Januari hingga Desember dalam tahun yang sama. 
Pembayaran kepada para distributor yang layak akan dibayar 
pada bulan Februari pada tahun berikutnya bersamaan dengan 
pembayaran bonus bulanan. Dengan kata lain, distributor yang 
layak akan menerima bonus akhir tahun pada bulan Maret. 
Diamond 
Manager 
















































Syarat-syarat kelayakan bagi Bonus Akhir Tahun: 
(1) Business Value pribadi sebanyak 200 BV. 
(2) Berdasarkan atas jumlah penjualan grup pribadi sebagaimana 
yang dinyatakan dalam marketing plan, terutama Emerald 
Manager 1.200 PGBV, Diamond Manager 600 PGBV; Crown 
Manager 400 PGBV dan Crown Ambassador 200 PBV, Senior 
Crown Ambassador 200 PBV dan Royal Crown Ambassador 
200 PBV. 
(3) Tiga cabang langsung Manager dengan pencapaian sebanyak 
10.000 BV, 10.000 BV dan 5.000 BV. 
(4) Di bawah sistem poin pemimpin, pembagian bonus maksimum 
kepada pemimpin-pemimpin yang layak yaitu Rp. 28.800.000,- 
perbulan atau Rp. 345.600.000,- pertahun. Kelebihan dari 
jumlah tersebut di atas akan dibagikan secara merata kepada 
pemimpin yang belum mencapai kouta tertinggi. 




































k) Liburan Ke Luar Negeri 2% 
K-Link Internasional memberikan sebanyak 2% dari jumlah 
BV untuk dana ini. Dana tersebut diberikan kepada peringkat 
kelayakan Sapphire Manager hingga Royal Crown Ambassador 
untuk menikmati perjalanan ke Luar Negeri yang dibayarkan oleh 
perusahaan pada tahun pencapaian. Insentif diberikan 
berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: 
(1) Perjalanan tersebut hanya berlaku untuk satu orang saja. 
(2) Insentif ini tidak dapat dipindahtangankan, kecuali kepada 
suami/istri distributor yang bersangkutan. 
(3) Pengumpulan poin untuk Insentif ke Luar Negeri dimulai dari 
tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember 
pada setiap tahun kalender. 
(4) Pengumpulan poin untuk distributor yang tidak mencapai 
kuota yang dibutuhkan, mereka bisa menambah sebanyak 































yang ditetapkan oleh K-Link International tergantung pada nilai 
tukar mata uang negara masing-masing, untuk menetapkan 
margin supaya layak menikmati perjalanan ke Luar Negeri ini. 
(5) Distributor yang layak yang dalam insentif ini tidak berhak 
untuk menukarkannya ke dalam bentuk uang atau cara lain 
sebagai penggantian. 
(6) Distributor yang pengumpulan poinnya dimulai dari bulan 
Agustus pada tahun mereka memulai, poinnya akan 
dipindahkan pada tahun berikutnya. 
(7) Tempat keberangkatan perjalanan tersebut ialah di Bandara 
Internasional Kuala Lumpur (KLIA) atau bandara negara 
masing-masing yang ditetapkan oleh K-Link International. 
Biaya transpor atau biaya lain yang timbul pada saat 
dari/menuju bandara ditanggung oleh masing-masing 
distributor. 
(8) Pengurusan surat-surat perizinan dan semua yang timbul atas 
pengurusan tersebut ditanggung oleh masing-masing 
distributor. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas masalah 
yang timbul atas pelanggaran atau sejenisnya dalam 
perjalanan. 
(9) Selama perjalanan distributor berhak atas tiket pulang-pergi 
(negara tujuan yang telah ditentukan), kamar hotel 
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(twinsharing) serta makanan dan transpor dalam masa 
perjalanan di negara tujuan. 
(10) Perusahaan berhak merubah peraturan atau rencana 
perjalanan tanpa pemberitahuan sebelumnya. 
(11) Perusahaan berhak untuk memilih negara atau tempat-
tempat tujuan perjalanan dan diumumkan pada bulan Januari 
setiap tahun. 
























































2) Marketing Plan B 
Marketing plan B merupakan lanjutan dan mempunyai 
banyak persamaan dengan marketing plan A. Diformulasikan oleh 
K-Link Internasional untuk keuntungan para distributor dimana 
Plan ini memberikan hasil dan bonus yang lebih kepada para 
distributor yang telah berusaha keras dan mencapai tahap yang 
ditentukan. 
Marketing plan B hanya untuk mereka yang layak dalam 
kategori marketing plan A, tambahan pula, mereka harus 
mencapai kouta tertentu untuk Personal Business Value. 
Kelayakan distributor dalam marketing plan B bergantung kepada 
prestasinya dalam marketing plan A. 
K-Link Internasional juga memberikan sebanyak 72% 
daripada jumlah BV bulanan untuk marketing plan B. Jumlah 






















Untuk menikmati marketing plan B, distributor harus 
mempunyai penjualan pribadi sebanyak 400 BV atau lebih saat 
berada di dalam marketing plan A. Dari jumlah ≥ 400 BV tersebut, 
200 BV akan dipindahkan otomatis ke dalam marketing plan B. 
Pembagian bonus dibagi menjadi 4 kategori seperti berikut:95 
a) Dana Dinamis 9% 
Kelayakan dan penghitungan poin untuk mendapatkan dana 
ini adalah sebagai berikut: 
(1) Memiliki 3 orang downline secara langsung dengan penjualan 
bulanan pribadi sebanyak 200 BV tiap orangnya, yang 
dianggap sebagai 1 poin kelayakan. 
(2) Memiliki sedikitnya 5 orang downline secara langsung dengan 
penjualan bulanan pribadi sebanyak 200 BV tiap orangnya, 
yang dianggap sebagai 2 poin kelayakan. 
Bagan 12 : Kelayakan Pembagian Dana Dinamis 
  1 Poin  2 Poin 
 Hanya untuk peringkat Manager dan ke bawah 
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b) Bonus Infiniti 20% 
(1) Penjualan 200 BV oleh downline langsung yang pertama 
dalam marketing plan B digunakan sebagai kelayakan 
secara otomatis untuk upline. Ini ditunjukkan dengan huruf 
“L” pada bagan di bawah (jumlah downline tidak 
berbatas). 
(2) Distributor akan berbagi sebanyak 20% dari 200 BV 
penjualan downline-nya yang kedua hingga kelima atau 
lebih. Cara ini akan mendorong upline untuk membantu 
downline-nya melakukan sponsoring. 
(3) Oleh karena ada pemindahan bonus bagi setiap 
distributor, maka distributor bisa berbagi bonus ini dengan 
tanpa batas. Cara ini akan menunjukkan pendapatan yang 




Bagan 13 : Kelayakan Pembagian Bonus Infiniti
 
c) Unilevel 28% (9 Level) 
Tabel 7 : Sistem Pembagian Uni Level 
28% Business Value 
Plan A : Penjualan pribadi sebanyak 400 BV dan ke atas 
Plan A : Memiliki ≥ 5 orang downline secara langsung 
dengan penjualan pribadi sebanyak 400 BV dan ke atas, 
maka layak mendapatkan sebanyak 9 level. 






1 x 200 2 x 200 3 x 200 4 x 200 5 x 200 
Level 1 4% 4% 4% 4% 4% 
Level 2 4% 4% 4% 4% 4% 
Level 3 4% 4% 4% 4% 4% 
Level 4 4% 4% 4% 4% 4% 
Level 5 4% 4% 4% 4% 4% 
Level 6  2% 2% 2% 2% 
Level 7   2% 2% 2% 
Level 8    2% 2% 
Level 9     2% 
Syarat-syarat: 
(1) Harus mencapai penjualan pribadi sebanyak 400 BV atau 
lebih dalam marketing plan A. 
(2) Harus memiliki sebanyak ≥ 5 orang downline langsung di 
cabang yang berbeda dan setiap orangnya memiliki 400 BV 
atau lebih setiap bulan. Pencapaian ini menjadikan distributor 
menikmati 9 level bonus dari Nilai Bisnis (BV). 
(3) Secara otomatis 200 BV dari 400 BV dalam marketing plan A 
akan dipindahkan ke marketing plan B. 
Kelayakan: Harus memiliki Nilai Bisnis (BV) bulanan seperti yang 




d) Pembagian Bonus Global 15% 
K-Link Internasional memberikan sebanyak 15% dari jumlah 
BV marketing plan B sebagai pembagian bonus global. Bonus ini 
dibagi menjadi 3 kategori. Distributor layak untuk menikmati hanya 
salah satu dari kategori tersebut. Bonus tersebut berdasarkan 
penjualan distributor seperti gambar di bawah ini: 
(1) 5% dari Jumlah Penjualan Plan B 
Kelayakan : 
(a) Harus memiliki 3 cabang langsung dengan jumlah 
penjualan bulanan pada Plan A dan Plan B tidak kurang 
dari 3.000 BV setiap grup. 
(b) Jumlah penjualan grup bulanan daripada Plan A dan Plan 
B kurang dari 100.000 BV.  
Bagan 14 : Kelayakan Pembagian Bonus Global Kategori 1 
 















(2) 5% dari Jumlah Penjualan Plan B 
Kelayakan : 
(a) Harus memiliki 3 cabang langsung dengan jumlah 
penjualan grup bulanan pada Plan A dan Plan B tidak 
kurang dari 10.000 BV, 10.000 BV dan 5.000 BV. 
(b) Jumlah penjualan grup bulanan daripada Plan A serta 
Plan B harus sebanyak 100.000 BV ke atas, tetapi kurang 
dari 400.000 BV. 
Bagan 15 : Kelayakan Pembagian Bonus Global Kategori 2 
 
Jumlah Penjualan Grup ≥ 100.000 BV hingga ≤ 400.000 BV 
(3) 5% dari Jumlah Penjualan Plan B 
Kelayakan : 
(a) Harus memiliki 3 cabang langsung dengan jumlah 
penjualan grup bulanan pada Plan A serta Plan B tidak 
kurang dari 10.000 BV, 10.000 BV dan 5.000 BV. 
(b) Jumlah penjualan grup bulanan daripada Plan A serta 













Bagan 16 : Kelayakan Pembagian Bonus Global Kategori 3 
 
Jumlah Penjualan Grup ≥ 400.000 BV 
6. Support System PT. K-Link Indonesia 
PT. K-Link Indonesia mengadakan pelatihan dan pertemuan bagi 
seluruh distributor yang telah terjadwal setiap bulannya. K-Link 
bersama support system tunggal K-System juga mengundang guru 
motivasi, pakar kesehatan, kecantikan dan penasihat finansial untuk 
menunjang kebutuhan para distributor mengembangkan jaringan 
bisnisnya. Pelatihan-pelatihan ini berbasis pada sistem yang 
terintegrasi yang dinamakan prinsip “Segitiga S” yang dijelaskan 
sebagai berikut:96 
a. Sikap 
Prinsip yang bertumpu pada pengembangan kepribadian dan 
pola pikir yang tepat sehingga para distributor K-Link mempunyai 
sikap mental dan perspektif yang benar saat membangun sistem 
jaringannya. 
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Prinsip yang bertumpu pada pentingnya penguasaan dan 
pengetahuan tentang produk, pendekatan serta teknik komunikasi 
yang efektif saat memasarkan peluang bisnis dan produk dengan cara 
yang benar dan patut. 
c. Sponsoring 
Prinsip yang berumpu pada teknik pendekatan dan kegiatan 
membangun jaringan yang baik dan efektif, peluang bisnis dan produk 
dengan cara yang benar dan patut. 
Adapun program pelatihan dan pertemuan dari K-System 
sebagai berikut: 
a. Program Pelatihan97 
1) Pelatihan untuk calon member dan distributor: 
a) Business Opportunity Presentation (BOP), yakni 
pertemuan terbuka untuk memperkenalkan peluang bisnis 
untuk meyakinkan prospek yang telah dipresentasi. 
b) Grand Business Opportunity Presentation (G-BOP), yakni 
pertemuan terbuka untuk memperkenalkan peluang bisnis 
dalam skala yang lebih besar. 
2) Pelatihan untuk distributor: 
a) New Enterpreneur Orientation (NEO), yakni pelatihan 
tentang arahan, pengetahuan dan keahlian utama tentang 
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 Ibid., hlm. 58-60. 
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awal karir sebagai pengusaha dalam membangun jaringan 
yang benar. 
b) Training The Presenter (TTP), yakni pelatihan bagaimana 
berbicara di depan umum dengan benar. 
c) K-Link Marketing Plan (K-MP), yakni pembekalan 
pengetahuan marketing plan lengkap yang diperlukan 
semua distributor. 
d) Business Training (BT), yakni pelatihan tentang 
memberikan pelayanan pada pelanggan serta 
membimbing distributor yang aktif di dalam membangun 
jaringan. 
e) Partner Sejati Meeting (PSM), yakni pertemuan khusus 
untuk distributor yang sudah mencapai peringkat partner 
sejati dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas partner 
sejati. 
f) Best of The Best (BOB), yakni pelatihan yang melahirkan 
disiplin diri dan fokus untuk sukses, menyadari jati diri dan 
potensi terbaik dari yang terbaik di dalam dirinya. 
3) Pelatihan untuk distributor yang berperingkat Manager ke 
atas, yakni Road to Leaders Club (RTLC) yang mana 
pelatihan ini bertujuan agar distributor yang berperingkat 




4) Pelatihan untuk distributor yang berperingkat Emerald 
Manager ke atas, yakni Train The Trainer (TTT) yang mana 
pelatihan ini bertujuan untuk penyeragaman bahasa dari isi 
materi modul-modul pelatihan K-System untuk presenter lokal, 
propinsi dan nasional. 
5) Pelatihan untuk distributor yang berperingkat Diamond 
Manager ke atas, yakni Road to Crown Ambassador (RTCA) 
yang mana pelatihan ini bertujuan agar distributor yang 
berperingkat Diamond Manager ke atas dapat mencapai 
Crown Ambassador dengan cepat. 
b. Pertemuan 
Untuk mempererat hubungan dengan baik di antara para 
distributor, K-System juga memiliki beberapa acara khusus yang 
diadakan setiap tahun, yaitu:98 
1) Pertemuan khusus untuk leaders club, yakni Leaders Club 
Gathering (LCG) yang mana pertemuan ini bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
2) Pertemuan untuk semua distributor: 
a) Recognition Nite/ Recognition Day, yakni pemberian 
penghargaan, kiat-kiat dan kisah sukses distributor dengan 
skala besar. 
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 Ibid., hlm. 62. 
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b) Anniversary, yakni perayaan ulang tahun K-Link yang 
diadakan sekali setahun sekaligus pemberian penghargaan, 
kiat-kiat dan kisah sukses distributor. 
c) Product Talk, yakni pemberian pemahaman dan pengetahuan 
tentang produk-produk K-Link. 
d) Open Years Seminar (OYS), yakni pertemuan awal tahun 
dalam skala besar yang diisi dengan kiat-kiat dan kisah 
sukses para distributor. 
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Bisnis Multi Level Marketing 
Secara umum, segala jenis kegiatan usaha dalam perspektif syariah 
termasuk dalam kategori muamalah, hukum asalnya mubah (boleh 
dilakukan). Merujuk kepada kaidah bahwa Al-Ashu fil Asy-yai Al-Ibahah 
yang artinya hukum segala sesuatu itu pada asalnya adalah boleh, 
sampai ada dalil yang melarangnya. 
Hal ini sejalan dengan sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Amr 
bin „Auf, Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasallam bersabda,  
“Segala macam transaksi dibolehkan berlangsung antara sesama 
kaum muslimin, kecuali transaksi yang menghalalkan yang haram 
atau mengharamkan yang halal. Kaum muslimin boleh membuat 
segala macam persyaratan yang disepakati, kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. 
 
Sejalan dengan hadis ini, terdapat pula suatu kaidah yang masyhur 
di kalangan para ulama fiqh yang berbunyi,  
“Hukum pokok dari muamalah adalah ibadah (boleh), kecuali apabila 




Artinya, pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah 
halal. Tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang sahih (tidak 
ada periwayatannya) dan sharih (jelas maknanya) dari pemilik syariat 
(Allah Subhanahu Wa Ta‟ala) yang mengharamkannya. Jika tidak ada 
nash shahih, seperti beberapa hadis dhaif atau tidak ada nash sharih yang 
menunjuk keharamannya, sesuatu itu dikembalikannya kepada hukum 
asalnya yaitu halal.99 
Islam memahami bahwa perkembangan budaya bisnis berjalan 
begitu cepat dan dinamis. Berdasarkan kaidah fikih di atas, maka terlihat 
bahwa Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai 
improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik dan mediasi dalam 
melakukan perdagangan. Namun, Islam mempunyai prinsip-prinsip 
tentang pengembangan sistem bisnis, yaitu harus terbebas dari unsur 
dharar (bahaya), jahalah (ketidakjelasan) dan zhulm (merugikan atau tidak 
adil terhadap salah satu pihak). Sistem pemberian bonus harus adil, tidak 
menzalimi dan tidak hanya menguntungkan orang yang di atas. Bisnis 
juga harus terbebas dari unsur MAGHRIB, singkatan dari lima unsur: 
maysir (judi), aniaya (zhulm), gharar (penipuan), haram, riba (bunga), 
iktinaz atau ihtikar dan batil.100 
Persoalan bisnis MLM yang ditanyakan hukum, halal maupun 
syubhat-nya tidak bisa dipukul rata. Tidak dapat ditentukan oleh masuk 
tidaknya perusahaan tersebut dalam keanggotaan APLI (Asosiasi 
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Penjualan Langsung Indonesia), juga tidak dapat dimonopoli oleh 
pengakuan sepihak sebagai perusahaan MLM Syariah atau bukan, 
melainkan tergantung sejauh mana praktiknya setelah dikaji dan dinilai 
sesuai syariah.101 
MLM yang menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat-
berantai-berjenjang (levelisasi) mengandung unsur-unsur positif, jika diisi 
dengan nilai-nilai Islam dan sistemnya disesuaikan dengan syariah Islam. 
Bila demikian, MLM dipandang memiliki unsur-unsur silaturrahim, dakwah 
dan tarbiyah. Metode semacam ini pernah digunakan Rasulullah 
Shallallahu „Alaihi Wasallam dalam melakukan dakwah Islamiyah pada 
awal-awal Islam. Dakwah Islam ketika itu dilakukan melalui teori gethok 
tular (mulut ke mulut) dari sahabat satu ke sahabat lainnya. Sehingga 
pada suatu saat Islam dapat diterima oleh masyarakat kebanyakan. 
Bisnis yang dijalankan dengan sistem MLM menurut Muhammad 
Hidayat tidak hanya sekadar menjalankan penjualan produk barang, tetapi 
juga jasa, yaitu jasa marketing yang berlevel-level (bertingkat-tingkat) 
dengan imbalan berupa marketing fee, bonus, hadiah dan sebagainya, 
tergantung prestasi dan level seorang anggota. Jasa marketing yang 
bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Dalam 
istilah fikih Islam hal ini disebut samsarah/simsar.102 Kegiatan samsarah 
dalam bentuk distributor, agen, member atau mitra niaga dalam bentuk 
fikih Islam termasuk dalam akad tijarah, yaitu suatu transaksi 
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memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan, insentif atau bonus 
(ujrah). Pada dasarnya, para ulama seperti Ibnu Abbas, Imam Bukhari, 
Ibnu Sirin, Atha, Ibrahim memandang boleh jasa ini. Namun, untuk sahnya 
pekerjaan makelar ini harus memenuhi beberapa syarat di samping 
persyaratan di atas. Syarat-syarat tersebut antara lain: 
1. Perjanjian jelas kedua belah pihak; 
2. Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat 
diserahkan; 
3. Objek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram. 
Di samping itu, distributor dan perusahaan harus jujur, ikhlas, 
transparan, tidak menipu dan tidak menjalankan bisnis yang haram dan 
syubhat (yang tidak jelas halal/haramnya). Distributor dalam hal ini berhak 
menerima imbalan setelah memenuhi akadnya dan pihak perusahaan 
yang menggunakan jasa marketing harus segera memberikan imbalan 
pada distributor dan tidak boleh menghanguskan dan menghilangkannya 
sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu „Alaihi Wasallam, 
“Berilah para pekerja itu upah sebelum kering keringatnya.” (HR. 
Ibnu Majah, Abu Ya‟la dan Thabrani) 
Tiga orang yang menjadi musuh Rasulullah di hari kiamat di 
antaranya,  
“Seseorang yang memakai jasa orang, kemudian menunaikan tugas 




Jumlah upah atau imbalan jasa yang harus diberikan kepada 
makelar atau distributor adalah menurut perjanjian, sesuai dengan firman 
Allah Subhanahu Wa Ta‟ala, 
                   
“Hai orang-orang yang beriman penuhilah agar tetap perjanjian-
perjanjian itu.” (QS. Al-Maidah (5): 1)  
Disebutkan juga hadis Nabi Shallallahu „Alaihi Wasallam yang 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Hakim dari Abu Hurairah, 
“Orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian-perjanjian mereka.”  
Bila terdapat unsur dzulm (kezaliman) dalam pemenuhan hak dan 
kewajiban, seperti seseorang yang belum mendapatkan target dalam 
batas waktu tertentu maka ia tidak mendapat imbalan yang sesuai dengan 
kerja yang telah ia dilakukan, maka bisnis MLM tersebut tidak benar. 
The Islamic Food and Nutrition of America (IFANCA) telah 
mengeluarkan edaran tentang produk MLM yang halal dan dibenarkan 
oleh agama yang ditandatangani langsung oleh M. Munir Chaudry selaku 
presiden IFANCA. Dalam edarannya, IFANCA. Mengingatkan umat Islam 
untuk meneliti dahulu kehalalan suatu bisnis MLM sebelum bergabung 
ataupun menggunakan produknya yaitu dengan mengkaji aspek: 
1. Marketing plan-nya, apakah ada unsur skema piramida atau tidak. 
Kalau ada unsur skema piramida, yaitu distributor yang lebih duluan 
masuk selalu diuntungkan dengan mengurangi hak distributor 




2. Apakah perusahaan MLM memiliki track record positif dan baik. 
Ataukah tiba-tiba muncul dan misterius, apalagi yang banyak 
kontroversi nya. 
3. Apakah produknya mengandung zat-zat yang diharamkan atau tidak 
dan apakah produknya memiliki jaminan untuk dikembalikan atau 
tidak. 
4. Apabila perusahaan lebih menekankan pada aspek targeting 
penghimpunan dana dan menganggap bahwa produk tidak penting 
atau hanya sebagai kedok, apabila uang pendaftarannya cukup besar 
nilainya, maka patut dicurigai sebagai arisan berantai (money game) 
yang menyerupai judi. 
5. Apakah perusahaan MLM menjanjikan kaya mendadak tanpa bekerja 
ataukah tidak demikian. 
Selain kriteria di atas perlu diperhatikan pula hal-hal berikut: 
1. Transparansi penjualan dan pembagian bonus serta komisi penjualan, 
disamping pembukuan yang menyangkut perpajakan dan 
perkembangan networking atau jaringan dan level, melalui laporan 
otomatis secara periodik. 
2. Penegasan motif dan tujuan bisnis MLM sebagai sarana penjualan 
langsung produk barang maupun jasa yang bermanfaat dan bukan 
permainan uang. 
3. Meyakinkan kehalalan produk yang menjadi objek transaksi riil 
(underlying transaction) dan tidak mendorong kepada kehidupan 
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boros, hedonis dan membahayakan eksistensi produk muslim maupun 
lokal. 
4. Tidak adanya excesive mark up (ghubn fakhisy) atas harga produk 
yang diperjualbelikan di atas covering biaya promosi dan marketing 
konvensional. 
5. Harga barang dan bonus (komisi) penjualan diketahui secara jelas 
sejak awal dan dipastikan kebenarannya saat transaksi. 
6. Tidak adanya eksploitasi pada jenjang manapun antar distributor 
ataupun antara produsen dan distributor, terutama dalam pembagian 
bonus yang merupakan cerminan hasil usaha masing-masing. 
Mengenai beberapa bisnis yang memakai sistem MLM atau hanya 
berkedok MLM yang masih meragukan (syubhat) ataupun yang sudah 
jelas ketahuan tidak sehatnya bisnis tersebut baik dari segi kehalalannya 
produknya, sistem marketing fee, legalitas formal, pertanggungjawaban 
tidak terbebasnya dari unsur-unsur haram, seperti riba (permainan bunga 
ataupun penggandaan uang), dzulm dan gharar (merugikan nasabah 
dengan money game), maysir (perjudian) sebaiknya ditinggalkan 
mengingat pesan Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasallam,  
“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas dan di 
antara keduanya ada hal-hal yang syubhat dimana sebagian besar 
manusia tidak tahu. Barangsiapa menjaga dari syubhat maka telah 
menjaga agama dan kehormatannya dan barangsiapa yang jatuh 






Sebagaimana pesan Ali bin Abi Thalib,  
“Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan untuk melakukan pada 
sesuatu yang tidak meragukan.”  
Dengan demikian, seluruh masyarakat khususnya stakeholders, para 
praktisi bisnis ini, para prospek dan pemerhati yang telah menyimak 
presentasi sistem MLM perlu secara objektif, mandiri dan mempelajari 
batasan-batasan umum syariah sebagai panduan dan dasar penilaian 
kesesuaian ataupun pelanggaran syariah demi memastikan kehalalan 
masing-masing perusahaan MLM sebagaimana dijelaskan di atas.103 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap 
bisnis Multi Level Marketing adalah boleh dilakukan karena termasuk 
dalam kategori muamalah yang hukum asalnya mubah (boleh) sampai 
ada dalil yang melarangnya. Namun, apabila dalam sistem bisnis MLM 
tersebut ditemukan hal-hal yang mengandung unsur yang dilarang dalam 
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C. Implementasi Fatwa MUI No. 75/VII/2009 tentang Penjualan 
Langsung Berjenjang Syariah Terhadap Pelaksanaan Bisnis Multi 
Level Marketing (MLM) pada PT. K-Link Indonesia Cabang 
Makassar 
1. Analisis Pemenuhan Syarat Penjualan Langsung Berjenjang 
Syariah 
a. Adanya objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa 
barang atau produk jasa. 
Merujuk kepada Fatwa DSN MUI No. 75/VII/2009 tentang 
Penjualan Langsung Berjenjang Syariah telah jelas disebutkan 
bahwa setiap perusahaan harus memiliki objek transaksi riil yang 
diperjualbelikan berupa barang dan jasa agar terhindar dari jual 
beli gharar (ketidakpastian/ketidakjelasan) dan money game.  
Dalam hal ini PT. K-Link Indonesia memenuhi syarat karena 
seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa PT. K-Link Indonesia 
cabang Makassar memasarkan sejumlah produk, antara lain 
makanan kesehatan, minuman kesehatan, perawatan pribadi, 
pemeliharaan kesehatan, perawatan pribadi, perawatan 
kecantikan, alat kesehatan dan produk penunjang lainnya. 
Misalnya, K-Liquid Chlorophyll merupakan salah satu produk yang 
menjadi ikon bagi K-Link yang populer hingga saat ini. 
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b. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu 
yang diharamkan dan/atau yang digunakan untuk sesuatu 
yang haram. 
Usaha MLM Syariah harus mendistribusikan atau menjual 
produk yang benar-benar halal. Kategori halal dan untuk wilayah 
Indonesia dapat merujuk pada daftar halal yang dikeluarkan oleh 
Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karenanya, bukti kehalalan pun 
harus tertera jelas di label produk, sehingga mudah dilihat oleh 
konsumen. 
Bagi yang belum memiliki sertifikasi halal, bukan berarti 
langsung jatuh pada kategori haram. Asal secara produksi dan zat 
diyakini secara pasti bahwa itu halal, maka untuk sementara dapat 
diyakini sebagai produk halal sampai ada penelitian lebih lanjut, 
jika itu diperlukan.104 
Dalam Al-Qur‟an secara jelas, Allah Subhanahu Wa Ta‟ala 
memerintahkan manusia memakan makanan yang halal dan baik, 
baik secara zatnya maupun cara mendapatkannya. 
                       
   
“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari 
apa yang terdapat di bumi...” (QS. Al-Baqarah: (2): 168) 
 
Produk K-Link sendiri memiliki komposisi utama herbal dan 
bahan yang berasal dari alam dan telah melewati uji empiris. 
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Setiap produk dicantumkan nomor registrasi dari Balai 
Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), sehingga aman dan 
halal untuk dikonsumsi. Selain itu, produk dibuat tidak untuk 
digunakan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. 
c. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung 
unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm dan maksiat. 
PT. K-Link Indonesia cabang Makassar menjual produk-
produk yang jelas, baik harga maupun ukuran/takarannya. Apabila 
ditemukan produk-produk yang rusak, tidak sesuai dalam hal 
ukuran, jumlah serta kualitas barang yang telah dibeli, distributor 
dapat mengembalikan dan/atau menukarnya dengan barang yang 
sejenis dalam waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal pembelian.  
K-Link juga menganjurkan kepada distributor untuk tidak 
membeli produk dalam jumlah besar atau berlebihan serta tidak 
diperkenankan untuk menimbun barang untuk kepentingan pribadi 
maupun jaringannya. Sistem pembagian bonusnya jelas. Jadi, 
transaksi perdagangan pada K-Link tidak mengandung unsur 
gharar, maysir, riba, dharar, dzulm dan maksiat. Ferry 
Kassabuana mengatakan, 
“Sistem yang kami gunakan mulai dari penjualan, 
perhitungan poin, pembagian bonus dll mengacu kepada 
syariah termasuk program-program K-Link, misalnya Smart 
Umroh. Jika pada saat pendaftaran, anda mengajukan 
pembatalan, maka uang anda akan dikembalikan 
seluruhnya. Kami juga memiliki buku MLM Syariah yang 
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ditulis langsung oleh Dewan Pengawas Syariah kami, Ust. 
Sofwan Jauhari.”105 
 
d. Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (excessive 
mark-up) sehingga merugikan konsumen karena tidak 
sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh. 
Dalam menentukan harga Rasulullah Shallallahu „Alaihi 
Wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya Allah penentu harga, penahan, pelepas dan 
pemberi rezeki dan sesungguhnya aku berharap bertemu 
dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun daripada 
kalian menuntut aku karena perbuatan zalim terhadap jiwa 
atau tentang harga (barang-barang).” (HR. Ahmad, Abu 
Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahkan oleh Ibnu Hibban) 
 
Secara prinsip, penentuan harga ini dapat ditentukan secara 
tawliyah, murabahah, wadi‟ah dan musawamah. Ketentuan umum 
yang digunakan dalam penentuan harga pada produk MLM 
Syariah biasanya menggunakan sistem murabahah. 
Murabahah sendiri adalah menjual barang setelah ada 
penambahan harga dari harga asal (harga beli) atau lebih dikenal 
dengan mark-up. Kaidah penetapan harga ini sebenarnya adalah 
patokan yang lazim digunakan karena jelas setiap penjual akan 
untung kalau mereka memberikan penetapan harga yang lebih 
tinggi dari harga asal (mark up margin laba). 
Dengan cara inilah MLM Syariah merujuk pada sistem 
penjualan model murabahah, yaitu dengan menetapkan harga 
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yang lebih tinggi dari harga beli atau harga asal dengan standar 
mark-up yang telah ditentukan dan direncanakan untuk setiap item 
barang yang dijualnya.106 
Pada K-Link tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan 
(excessive mark-up) karena keuntungan yang dipatok setiap 
penjualan hanya ± 20% bukan setengah dari harga yang 
ditawarkan sehingga konsumen tidak terzalimi dan produk yang 
dijual pun berkhasiat bagi kesehatan. Dalam wawancara, Andi 
Jemma mengatakan, 
“Target kami perbulan hanya 400 BV. 400 BV itu untuk 
kebutuhan selama sebulan dan jika diuangkan totalnya 
hanya Rp. 2.300.000,-. Anda dapat mengkonsumsi 
produknya agar tubuh anda menjadi sehat atau anda jual 
pun akan mendapatkan keuntungan langsung ± 20%”107 
 
e. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, baik 
besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi 
kerja yang nyata yang terkait langsung dengan volume atau 
nilai hasil penjualan barang atau produk jasa dan harus 
menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS. 
Komisi berkaitan dengan omzet penjualan secara pribadi 
atau kelompok. Dalam bisnis MLM, komisi sangat terkait dengan 
prestasi dari distributor. Pada PT. K-Link Indonesia cabang 
Makassar, komisi yang diberikan  kepada distributor berdasarkan 
penjualan produk kepada konsumen. Apabila distributor 
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melakukan penjualan dengan maksimal maka akan menjadikan 
usaha MLM yang diikutinya meraih peningkatan omzet penjualan 
yang baik. Ferry Kassabuana menjelaskan, 
“Apabila BV setiap bulan tidak mencapai target, misalnya 
anda hanya mampu mencapai 150 BV, maka anda masih 
diberikan plan A, plan A itu masih dalam bentuk cash 
voucher. Jika BV anda hanya 100 BV, maka anda tidak 
mendapatkan apa-apa. Di K-Link, jika anda hanya sebatas 
konsumen, kami bilang anda tidak memberi kontribusi 
karena anda hanya penggunaan pribadi. Akan tetapi, jika 
anda memberikan kontribusi, sama dengan halnya penjualan 
konvensional, misalnya anda mencapai  target nilai 
pembelanjaan tertentu, maka akan diberikan bonus.”108 
 
f. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra 
usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi 
(akad) sesuai dengan target penjualan barang atau produk 
jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. 
Bonus merupakan hadiah apabila seorang distributor 
mencapai target-target tertentu. K-Link memberikan bonus kepada 
distributornya menjadi dua bagian, yaitu Plan A dan Plan B. 
Apabila distributor mempunyai penjualan pribadi ≤ 400 BV maka 
memperoleh Plan A. Selanjutnya untuk mendapatkan Plan B, 
distributor harus mempunyai penjualan pribadi sebanyak 400 BV 
atau lebih saat berada di dalam Plan A. Dari jumlah ≥ 400 BV 
tersebut, 200 BV akan dipindahkan otomatis ke dalam Plan B. 
Ferry Kassabuana menjelaskan, 
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“Pada saat seorang distributor datang ke konter kami, maka 
mereka akan diberikan Tanda Terima Pembelian (TTP) yang 
berisikan daftar produk, harga dan Business Value (BV) atau 
poin. BV tersebut mereka dikumpulkan setiap bulan dan 
akan diakumulasi. Jika mereka ingin mendapatkan bonus, 
maka mereka harus mengumpulkan paling tidak 400 BV 
setiap bulan dan ada yang dinamakan statement bonus yang 
terdiri dari voucher cash dan voucher product, statement 
bonus ini mengacu kepada marketing plan K-Link, yaitu Plan 
A dan Plan B.”109 
 
g. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang 
diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan atau 
penjualan barang atau jasa. 
Seperti halnya seorang buruh yang bekerja di pabrik, 
pemilik pabrik hanya akan memberi upah kepada buruh yang 
produktif. Tidaklah mungkin, seorang buruh yang tidak produktif 
atau sering  lalai melaksanakan tugasnya mendapatkan upah. 
Begitu pula di K-Link, setiap member hanya mendapatkan komisi 
dan bonus apabila mereka aktif dalam penjualan maupun 
pengembangan omzet melalui jaringan yang ia bangun. Hasil 
inilah yang menjadi pendapatan utama mitra-mitra K-Link. 
Andi Jemma mengatakan, 
“Di K-Link ini yang dinilai adalah orang yang bekerja. 
Sistem kami, jika anda bekerja, maka anda akan 
menghasilkan uang begitu pun sebaliknya. Sama halnya 
ketika anda bekerja di kantor, jika anda produktif tentu 
atasan anda akan mengapresiasi kinerja anda. Jadi, jika 
anda mau berpenghasilan yang besar, maka anda akan 
berusaha lebih besar lagi.”110 
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h. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada 
anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan „ighra ( memberikan 
iming-iming atau janji-janji). 
Antara bisnis Multi Level Marketing dan bisnis yang berkedok 
MLM bagi orang awam mungkin sulit membedakannya. Tak 
mengherankan, walau sudah banyak diberitakan di media massa, 
masih saja ada orang yang terperdaya oleh modus-modus 
penipuan. 
Disadari atau tidak, setiap orang memiliki kecenderungan 
untuk mengeluarkan tenaga yang sekecil-kecilnya untuk 
mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Orang cenderung 
untuk mendapatkan uang dengan cepat dan modal sedikit 
mungkin. Bahkan jika memungkinkan, orang ingin mendapatkan 
uang tanpa mengeluarkan tenaga sedikit pun. 
Inilah bagian terlemah dari manusia dan titik lemah ini 
dimanfaatkan oleh para penipu profesional. Titik lemah ini dengan 
mudah membuat daya pikir manusia menjadi tidak berjalan 
dengan baik. Rasa curiga maupun waspada yang biasa ada akan 
dengan mudah tertutupi jika ada peluang yang mampu 
mendatangkan keuntungan yang sangat besar dengan modal 
yang sekecil-kecilnya. 
Beberapa distributor MLM terkadang ketika menawarkan 
bisnis MLM yang digelutinya kepada prospek, memulainya dari 
138 
 
titik lemah ini pula. Iming-iming mendapatkan uang dengan cepat 
dan mudah, seringkali menjadi menu utama ketika seorang 
distributor menawarkan bisnisnya.111 
Distributor K-Link tidak menawarkan iming-iming yang 
menyesatkan kepada prospeknya karena pada dasarnya setiap 
distributor mendapatkan komisi dan bonus berdasarkan 
prestasinya. Jadi, semakin tinggi target yang ingin dicapai maka 
semakin tinggi pula usaha yang harus dilakukan.  
Andi Jemma menjelaskan, 
“Banyak orang yang terlena diiming-imingi penghasilan yang 
besar tanpa kerja keras. Hal ini terjadi karena doktrin dari 
awal upline-nya yang memberikan informasi yang tidak 
benar, mereka mengatakan di Multi Level Marketing itu tidak 
bekerja. Bahkan, ada yang mengatakan hanya satu kali 
belanja seumur hidup. Hal tersebut sangat mustahil. Di K-
Link ini dari awal sampai sekarang, kami belanja terus 
produknya, baik untuk jual kembali maupun dikonsumsi 
sendiri”112 
 
i. Tidak ada ekploitasi atau ketidakadilan dalam pembagian 
bonus antara anggota pertama dan anggota yang berikutnya. 
Prinsip keadilan adalah sebuah prinsip yang harus dipegang 
teguh dalam distribusi pendapatan usaha MLM Syariah. Adil 
bukan berarti sama rata, tapi berbagi sesuai dengan proporsinya. 
Sesuai prestasi dan pekerjaan yang dilakukannya.113 
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 Andi Jemma, Wawancara Tanggal 13 September 2016 di PT. K-Link Indonesia Cabang 
Makassar. 
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Allah Subhanahu Wa Ta‟ala dalam sebuah firman-Nya dalam 
QS. An-Nisa (4): 135 mengingatkan kita, 
                       
                     
                            
            
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah 
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum 
kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih 
tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan 
jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi 
saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui 
segala apa yang kamu kerjakan.” 
 
Pada PT. K-Link Indonesia cabang Makassar, pembagian 
bonus dilakukan secara adil dan tidak ada eksploitasi secara 
sepihak. Bonus diberikan kepada anggota bukan karena lebih 
awal atau lebih lama bergabung tapi karena distributor berhasil 
menunjukkan prestasi yang baik. Member tersebut tidak 
mendapatkan bonus tanpa melakukan penjualan, perekrutan 
anggota baru dan memberi pembinaan terhadap downline-nya. 
Andi Jemma mengatakan, 
“Kami murni Multi Level Marketing, di K-Link tidak melihat 
siapa yang pertama bergabung. No. ID saya 1972, jadi ada 
sekian seribu orang lebih sebelum saya di  data 
keanggotaan, jadi yang dinilai bukan yang pertama 
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bergabung tapi siapa yang giat dan berusaha membangun 
bisnis ini.”114 
Muh. Bakri menambahkan, 
“K-Link ini bermanfaat bagi orang lain bukan memanfaatkan 
orang, jadi tidak ada bonus rekrut di K-Link, yang dinilai 
bukan siapa yang lebih dahulu bergabung, tapi siapa yang 
bekerja sesuai dengan sistem, maka dialah yang akan 
mendapatkan hasilnya.”115 
j. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan 
acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur 
yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, 
seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain. 
Menurut pengalaman penulis ketika mengikuti Seminar 
Kesehatan dan Peluang Usaha (Grand Business Oppurtunity 
Presentatian) Makassar, konsep acara dirancang dengan cukup 
sederhana, tempat duduk antara pria dan wanita terpisah, 
applause diberikan atas prestasi seseorang dan tidak melampaui 
batas sehingga tidak terkesan kultus, namun pelaksanaannya 
masih berbarengan dengan waktu shalat. Tetapi, hal ini tidak 
berarti bahwa K-Link bukan merupakan bisnis yang sesuai syariah 
karena semua itu dilakukan oleh “oknum” bukan oleh sistem.  
Tentunya K-Link menginginkan agar semua member 
khususnya yang beragama Muslim agar taat menjalankan ajaran 
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agama Islam dan menjunjung tinggi nilai moral, termasuk dalam 
menjalankan bisnis di K-Link. Wallahu a‟lam bisshawab. 
k. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan 
berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada 
anggota yang direkrutnya tersebut. 
Setiap distributor berkewajiban untuk melakukan pembinaan 
dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya agar tidak 
direbut oleh orang lain. Jika ia meninggalkan anggota yang 
direkrutnya tanpa pembinaan dan pengawasan maka hal ini 
membuka peluang bagi distributor lain untuk merebut anggota 
yang ditinggalkannya.  
Mengingat pentingnya pembinaan dan pengawasan, perlu 
adanya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan distributor 
dalam mengembang bisnis MLM. Tanpa pelatihan, SDM tidak 
akan berkembang. SDM tidak berkembang pada akhirnya 
berkembang pada penurunan omzet. Perusahaan MLM biasanya 
telah menyiapkan aneka program pelatihan untuk para 
distributornya. Mulai dari pelatihan kepemimpinan, komunikasi, 
kewirausahaan dan program lain yang mendukung 
pengembangan keahlian para distributornya. Tanpa didukung 
sebuah sistem pendukung (support system) yang baik, para 
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distributor tidak bisa dijamin akan mencapai sukses sebagaimana 
yang diharapkan dalam bisnis MLM.116 
K-System merupakan perusahaan sistem pendukung 
(support system) yang dikelola secara sinergi antara distributor K-
Link bersama perusahaan K-Link. K-Link bersama K-System 
mengadakan pelatihan dan pertemuan bagi seluruh distributor 
yang telah terjadwal setiap bulannya.  
Muh. Bakri menyatakan, 
 “Di perusahaan K-Link ini ada yang namanya K-System, K-
System itu sekolahnya K-Link yang menyediakan pelatihan 
dan training. Dari yang tidak tahu berbicara depan umum 
akhirnya bisa, dari yang tidak punya banyak teman akhirnya 
punya banyak teman dan sebagainya akhirnya bisa terjadi 
melalui training K-System.”117 
 
l. Tidak melakukan kegiatan money game. 
Perbedaan antara MLM dengan money game salah satunya 
terletak pada objek penjualan berupa barang atau jasa. MLM 
memiliki objek penjualan berupa barang yang bermanfaat bagi 
konsumen, sedangkan money game tidak, kalaupun ada, produk 
tersebut hanya sebagai kamuflase saja yang mutu/kualitasnya 
tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa 
PT. K-Link Indonesia memiliki banyak produk yang bermanfaat 
bagi kesehatan. Di K-Link mencari keuntungan dari penjualan 
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produk tersebut, bukan menghimpun dana masyarakat secara 
ilegal. K-Link juga tidak membenarkan satu orang mendaftar lebih 
dari satu kali yang demikian ini pada umumnya adalah money 
game.  
2. Analisis Penerapan Akad Penjualan Langsung Berjenjang 
Syariah 
a. Akad Bai‟/Murabahah 
Bai‟al murabahah adalah jual beli barang pada harga asal 
dengan tambahan keuntungan yang disepakati.118 Dalam Ba‟i 
murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli 
dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 
Seperti halnya pada PT. K-Link Indonesia cabang Makassar, 
distributor (penjual) memasarkan produk kepada konsumen 
(pembeli) dengan harga  yang telah ditentukan dan besarnya 
keuntungan yang diperoleh setiap penjualan adalah ± 20% dari 
harga distributor. 
b. Akad Wakalah bil Ujrah 
Akad wakalah bil ujrah adalah akad/perjanjian tentang 
pelimpahan kuasa oleh satu pihak (al-muwakkil) kepada pihak lain 
(al-wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan disertai 
pemberian keuntungan/fee/komisi (ujrah).119 
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Dalam hal ini, PT. K-Link Indonesia cabang Makassar 
mewakilkan pada distributor untuk memasarkan produknya 
dengan harga yang telah ditentukan dan distributor mendapatkan 
imbalan upah sesuai dengan prestasi kerjanya. 
c. Akad Ju‟alah 
Akad ju‟alah menurut penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank 
Indonesia Syariah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk 
memberikan imbalan tertentu („iwadh/ju‟l) atas pencapaian hasil 
(natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Pengertian akad 
ju‟alah dalam PBI No. 10/11/PBI/2008 senada dengan Fatwa 
DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju‟alah. 
Ketentuan perihal akad ju‟alah meliputi hal-hal sebagai 
berikut: 
1) Akad ju‟alah adalah akad/perjanjian yang berupa janji atau 
komitmen untuk memberikan imbalan (bonus) atas suatu 
pekerjaan yang telah dilakukan. 
2) Dalam akad ju‟alah terdapat dua pihak yang menjadi subjek 
akad yaitu ja‟il atau pihak yang berjanji akan memberikan 
imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan yang 




3) Akad ju‟alah harus bersifat jelas dalam hal bentuk 
pekerjaannya dan waktu pekerjaannya. Di samping ini, objek 
ju‟alah juga tidak dilarang oleh syariah. 
4) Akad ju‟alah dalam menetapkan hasil pekerjaan (natijah) 
harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat terjadinya 
akad. 
5) Akad ju‟alah harus juga menjelaskan besaran imbalan yang 
akan diterima oleh maj‟ullah. 
6) Akad ju‟alah dalam pelaksanaannya tidak boleh ada syarat 
imbalan yang diberikan pada permulaan akad (sebelum 
pelaksanaan objek ju‟alah).120 
Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis MLM pada PT. K-Link 
Indonesia, akad ju‟alah diterapkan dalam pemberian bonus 
penjualan produk. Pemberian bonus pada PT. K-Link Indonesia 
dilakukan agar para distributor bersemangat dalam melakukan 
penjualan produk. Pemberian bonus berbeda dengan komisi. 
Komisi/fee meliputi keuntungan langsung ± 20% dari hasil 
penjualan, sedangkan pemberian bonus diberikan apabila 
distributor mencapai target penjualan minimal 100 BV berupa 
voucher cash dan apabila mencapai 400 BV akan mendapatkan 
voucher cash dan voucher product. 
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Pada PT. K-Link Indonesia cabang Makassar pemberian 
bonus dinyatakan secara jelas dan akan diberikan setelah ada 
prestasi yang nyata. Jadi, pemberian bonusnya tidak diberikan di 
muka. 
d. Akad Ijarah 
Dalam bisnis MLM pada PT. K-Link Indonesia, para member 
menggunakan jasa makelar, menurut pandangan Islam hal ini 
adalah termasuk dari akad ijarah, yaitu suatu perjanjian 
memanfaatkan suatu barang atau jasa, misalnya rumah atau 
suatu pekerjaan seperti pelayan, jasa pengacara, konsultan, dan 
sebagainya dengan imbalan. Disebut makelar karena para 
member telah menjadi perantara (melalui perekrutan yang telah ia 
lakukan) bagi orang lain untuk menjadi member dan membeli 
produk K-Link. 
Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan bisnis Multi Level Marketing pada PT. K-Link Indonesia 
cabang Makassar telah memenuhi ketentuan-ketentuan dan 
menerapkan akad-akad yang termaktub dalam Fatwa MUI No. 










1. Pandangan hukum Islam terhadap bisnis Multi Level Marketing 
adalah boleh dilakukan karena termasuk dalam kategori 
muamalah yang hukum asalnya mubah (boleh) sampai ada dalil 
yang melarangnya. Namun, apabila dalam sistem bisnis MLM 
tersebut ditemukan hal-hal yang mengandung unsur yang dilarang 
dalam Islam, maka bisnis MLM tersebut tidak boleh dilakukan. 
2. Pelaksanaan bisnis Multi Level Marketing pada PT. K-Link 
Indonesia cabang Makassar telah memenuhi ketentuan Fatwa 
MUI No. 75/VII/2009 dan menerapkan akad-akad dalam penjualan 
langsung berjenjang syariah. 
B. Saran 
1. Jumlah orang yang menggantungkan hidupnya pada bisnis MLM 
cukup banyak, namun hingga saat ini belum ada regulasi hukum 
positif yang mengatur secara spesifik mengenai MLM Syariah, 
yang ada hanya Fatwa DSN MUI yang sifatnya tidak mengikat. 
Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat regulasi agar 
konsumen dapat terlindungi dan lebih menguatkan posisi 
perusahaan MLM syariah di mata masyarakat. 
2. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memilih bisnis MLM 
agar tidak menjadi korban praktik money game, praktik MLM yang 
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tidak sehat, praktek MLM yang berorientasi kepada transaksi 
ilegal, transaksi yang tidak riil dan di dalamnya mengandung unsur 
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